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ABSTRAK 

 
DIANDRA PUTRI SETIANI. Pengaruh Kualitas Komite Audit, Kepemilikan 

Institusional, dan Independensi Auditor Terhadap Pengungkapan Pengendalian 

Internal. 

 

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan public kepada para 

penanam modalnya adalah melakukan pengungkapan pada operasi perusahaan, 

salah satunya pada Pengendalian Internal. Namun, pengungkapan ini masih 

sedikit dilakukan oleh perusahaan karena regulasi yang mengikat belum kuat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit dengan keahlian, 

rasio kepemilikan institusional, dan jumlah anggota auditor internal perusahaan 

terhadap pengungkapan pengendalian internal. 

 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama 2014-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

purposive sampling. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program 

Statistical Package for the Sosial Science (SPSS) versi 24 dengan analisis statistic 

deskriptif dan regresi linear. Hasil dan simpulan penelitian menyatakan bahwa 

kualitas komite audit dan Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan pengendalian internal. 

 

 

Kata Kunci : Bursa Efek Indonesia (BEI), Pengungkapan Pengendalian Internal, 

Kualitas Komite Audit, Independensi Auditor 
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ABSTRACT 

 
DIANDRA PUTRI SETIANI. The Influence of Audit Committee Quality, 

Institutional Ownership, and Auditor’s Independence On Internal Control 

Disclosure. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 2017 
 

One thing that a public company have to do is disclosing their operational activity 

to their investors. That disclosure including internal control disclosure which 

showed the activity of company’s internal control. However, the disclosure of 

Internal Control is still a bit carried out by companies because of regulations that 

binds not strong. This research aims to test the influence of audit committee 

quality, the ratio of institutional ownership, and the number of icompany internal 

auditor members against the disclosure of internal control,  

 

The population of this research is manufacturing companies listed on the 

indonesia stock exchange (IDX) during 2014-2015. The sample is collected by 

using purposive sampling tehnique. Data is processed with the help of statistical 

package program for the social science 24 (SPSS 24) with descriptive statistic 

analysis and linear regression .The results of research stated that the quality of 

audit committee and institutional ownership will not affect the disclosure of 

internal control. 

 

Keyword : Indonesia Stock Exchange (IDX), Internal Control Disclosure, 

Audit Committee Quality, Institutional Ownership, Auditor’s 

Independence. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

       Salah satu cara mendapatkan modal untuk kelangsungan hidup usaha adalah 

dengan mencari investor untuk menanamkan modal. Perusahaan yang memiliki 

modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000 atau memiliki sekurang-kurangnya 

300 pemegang saham disebut sebagai perusahaan publik (ojk.go.id). Dalam 

menjalankan kegiatan operasi, perusahaan publik berkewajiban untuk melaporkan 

seluruh kegiatan operasional perusahaan kepada para pemegang saham. Salah satu hal 

penting yang harus diungkapkan oleh perusahaan publik adalah keadaan dari 

lingkungan pengendalian internalnya. 

       Pada awal keberadaannya, perusahaan publik hanya wajib melaporkan laporan 

keuangannya saja. Namun, sejak terkuaknya kasus besar Enron dan beberapa 

perusahaan besar lainnya yang melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang termasuk dalam jajaran Big 5, Arthur Andersen, perusahaan publik kini wajib 

untuk mengungkapkan serta keadaan lingkungan pengendalian internalnya. 

Kewajiban ini dituangkan dalam Sarbanes Oxley Acts (SOX) yang dikeluarkan pada 

tahun 2002. Terdapat dua bagian SOX yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan 

pengendalian internalnya, yaitu bagian 302 dan bagian 404. Bagian 302 mewajibkan 

Chief Excecutive Officer (CEO) dan Chief Financial Officer (CFO) untuk 

1 
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mengungkapkan seluruh kelemahan material yang terdapat dalam pengendalian 

internal, saat mereka melaporkan laporan keuangan periodik, kuartal, maupun 

tahunan. Sedangkan bagian 404, yang berlaku dua tahun setelah SOX rilis, 

mewajibkan adanya audit tahunan untuk melakukan review dan evaluasi atas 

manajemen pengendalian internal yang harus dilakukan oleh KAP yang melakukan 

proses audit perusahaan pada tahun tersebut. 

       Khanet al (2013) dalam Nabor, Maria KL dan Suardana, Ketut Ali (2014) 

menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam annual report yang dipublikasikan 

terdiri dari laporan tahunan dengan pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan 

laporan tahunan dengan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Dalam 

pengimplementasiannya di Indonesia, pengungkapan pengendalian internal terbagi 

menjadi dua golongan. Pada perusahaan perbankan, pengungkapan pengendalian 

internal merupakan pengungkapan wajib, yang diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia No. 14/14/2012 tentang transparansi dan Publikasi Laporan Bank. 

Sedangkan untuk perusahaan non-bank, pengungkapan ini belum diatur secara khusus 

didalam peraturan sehingga masih bersifat sukarela (voluntary disclosure). 

      Item-item dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) diatur dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Kemeneterian 

Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-

LK) pada tahun 2012, Kep-431/Bl/2012 No.X.K.6. Keputusan diatas merupakan 

pembaruan dari keputusan ketua Bapepam KEP-431/BL/2006. Salah satu hal yang 

diperbarui adalah pada pasal 2 huruf G nomor 7 terkait penyampaian laporan tahunan 
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perusahaan publik yang mengungkapkan implementasi corporate governance dan 

menguraikan pelaksanaan sistem pengendalian internal dan audit. Ketentuan- 

ketentuan tentang pengungkapan tersebut merupakan upaya untuk mencegah 

kecurangan yang mungkin terjadi. 

       Hasil survei yang dilakukan oleh PwC dalam 2014 Global Economic Crime 

Survey (vivanews.com) yang melibatkan 5.128 responden dari 98 negara yang 

berbeda, ditemukan bahwa 55% kejahatan ekonomi ditemukan melalui proses 

pengendalian perusahaan seperti pelaporan transaksi mencurigakan, audit internal, 

atau pengelolaan resiko penipuan. Survei tersebut menghasilkan data berupa 56% dari 

pelaku kejahatan berasal dari lingkungan internal perusahaan dimana seperlima dari 

mereka merupakan anggota senior manajemen, kemudian diikuti oleh pegawai 

menengah, dan sisanya staf junior. 

       Salah satu kasus yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal pernah 

terjadi di Indonesia dimana Bapepam memberikan sanksi administratif kepada 

Direksi Bank Lippo Tbk berupa penyerahan uang sebesar Rp 2.500.000.000 ke kas 

negara karena telah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Pihak 

manajemen Bank Lippo Tbk terbukti menerbitkan laporan keuangan yang belum 

diaudit oleh auditor. Auditor eksternal Bank Lippo, Ernst & Young, menyatakan 

bahwa mereka mengaudit satu laporan yang diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta 

dan menjelaskan bahwa laporan keuangan hasil audit Ernst & Young berbeda dengan 

laporan konsolidasi yang diterbitkan oleh pihak Bank Lippo. Sehingga terdapat 

ketidakcocokan antara informasi yang diberikan oleh pihak manajemen dengan pihak 
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auditor. Bapepam menyatakan bahwa manajemen Bank Lippo Tbk, dalam 

memberikan keterangan melalui laporan keuangan per 30 September 2002 yang 

diterbitkan ke publik, telah melakukan tindakan penyesatan informasi publik.  

       Syarif et al (2015) dalam penelitiannya berhasil menemukan bahwa perusahaan 

manufaktur di Indonesia belum sepenuhnya merespon peraturan Bapepam-LK 

dengan ditemukan hanya 3 dari 55 perusahaan yang mengungkapkan item-item 

pengendalian internal secara lengkap. Survei tentang pengendalian internal yang 

dilakukan oleh KAP dan konsultasi RSM AAJ pada 2015 membuktikan bahwa masih 

banyak pemilik perusahaan yang tidak memprioritaskan adanya Sistem Pengendalian 

Internal. McMullen dalam Xi, Zhao dan Jun, Guo (2013) menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang bermasalah cenderung untuk tidak 

melaporkan pengendalian internalnya. Perusahaan dengan pengendalian internal yang 

lemah cenderung memiliki kualitas laba yang rendah pula (Doyle et al, 2007).  

       Untuk dapat mempertahankan eksistensinya, perusahaan publik berpegang erat 

pada keberadaan investor di perusahaannya. Dalam mempertahankan kepercayaan 

para investor serta stakeholder lainnya, perusahaan harus mampu meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitasnya. Salah satu cara untuk meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas adalah melalui penerapan Corporate Governance. Cara lainnya 

untuk memertahankan kepercayaan auditor adalah dengan pengendalian internal dan 

pengungkapan informasi yang baik. Corporate Governance serta pengendalian 

internal saling berhubungan erat dan kerap menjadi isu bisnis yang penting (Lulian 

dan Mihaela, 2012). Disebutkan pula apabila corporate governance dan pengendalian 
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internal sebuah perusahaan berjalan dengan efektif, maka kecurangan dan error 

dalam kegiatan perusahaan dapat terdeteksi dan secara signifikan dapat meningkatkan 

kepercayaan investor (Femiarti dan Dewayanto, 2012). Selain itu, menurut Khrisnan 

(2005), kualitas pengendalian internal dalam perusahaan menunjukkan fungsi kualitas 

lingkungan pengendalian perusahaan termasukdewan komisaris. 

       Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, Dewan Komisaris memegang 

peranan yang sangat penting dalam hal menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, 

mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisari terdiri dari jajaran komisaris utama, 

komisaris independen, dan komisaris. Ukuran dewan komisaris yang optimum 

dinyatakan lebih efektif dibandingkan ukuran dewan komisaris yang lebih kecil 

(Daton, 1999 dalam Zulfikar, 2015). Berikutnya, Qu (2013) menyatakan bahwa 

ukuran dewan komisaris berpengarus secara signifikan terhadap transparansi 

pengungkapan informasi. Penelitian sebelumnya, yang menguji ukuran dewan 

komisaris terhadap pengungkapan informasi menjumpai hasil yang beragam. 

Suhardjanto dan Afni (2009) menemukan pengaruh positif diantara keduanya, 

sedangkan penelitian Siagian dan Ghozali (2012) menghasilkan pengaruh negative 

diantara keduanya. 

       Dalam melaksanakan tugasanya, agar tercipta hasil kerja yang efisien terutama 

dalam masalah pengawasan internal, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit. 

Tanggung jawab Komite Audit adalah melakukan pengawasan pada hal-hal yang 

berpotensi mengandung resiko pada sistem pengendalian internal serta melakukan 
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monitor pada proses perngawasan yang dilakuka oleh internal audit (FCGI, 2002) 

Dalam Y.Zhanget al (2007), Khrisnan (2005) menyatakan bahwa lingkungan 

pengendalian perusahaan berada dibawah pengawasan komite audit perusahaan 

tersebut. Komite audit juga memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan 

untuk menjamin kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan (Carcello 

dan Neal, 2000). Tercapainya tujuan komite audit ditentukan oleh kualitas yang 

dimiliki oleh komite audit. Penelitian Dewayanto, Totok (2015) menemukan bahwa 

kualitas komite audit perusahaan mampu meningkatkan kualitas pengungkapan 

pengendalian internal perusahaan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Femiarti dan Dewayanto (2012), ditemukan bahwa kualitas komite audit tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian 

internal perusahaan. 

      Selain meneliti kualitas, Dewayanto (2015) meneliti keberadaan direksi asing 

dalam jajaran komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa keberadaan direksi asing memiliki pengarih 

positif signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Temuan tersebut 

mengindikasikan bahwa keberadaan direksi asing diperlukan karena dengan memiliki 

jaringan, latar belakang pendidikan, serta pengalaman teknologi akan memberikan 

pandangan yang lebih luas dan bermanfaat bagi komite audit sehinggamenguatkan 

pengungkapan pengendalian internal. 

       Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah mekanisme 

Corporate Governance yang selanjutnya memengaruhi pengungkapan pengendalian 
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internal.  Asbaugh et al (2007) beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki 

kepemilikan yang lebih terpusat memiliki pemicu yang lebih kuat untuk mendeteksi 

dan mengungkapkan kelemahan pengendalian internal dalam tujuannya 

meningkatkan pengawasan dan ancaman litigasi dari pemegang saham mayoritas. Li 

dan Qi (2008), Primastuti dan Achmad (2012), dan Baek, Jonshon, dan Kim (2009) 

melakukan penelitian terhadap pengungkapan informasi dan kepemilikan manajerial 

dan menemukan bahwa terdapat pengaruh positif diantara keduanya. Namun, Eng 

dan Mak (2003), yang meneliti hal yang sama, menemukan pengaruh negative 

diantara keduanya.  Para pemilik modal institusional yang memegang sebagian besar 

saham memiliki kemampuan lebih untuk mengawasi manajemen (Jensen, 1993 dalam 

Asbaugh et al, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Bogdan et al (2009) dan Rouf 

dan Al-Harun (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara 

kepemilikan institusional dan pengungkapan informasi. Namun, Adani (2013) 

mengungkapkan hal sebaliknya dalam penelitiannya. Ia menemukan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan 

pengendalian internal. Hasil penelitiannya ini sejalan dengan penelitian Collet dan 

Dedman (2010) dan Mensah (2016).    

      Laporan keuangan yang dipublikasikan dan menjadi konsumsi public adalah 

laporan keuangan yang telah diperiksa dan diberi opini oleh auditor. Beberapa 

penelitian menyebutkan bahwa fokus auditor dalam menjaga reputasinya dalam 

memberikan laporan audit yang berkualitas dapat menghindarkan mereka melakukan 

kegiatan yang dapat membahayakan tingkat independensinya. Doyle et al (2006) 
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menyebutkan bahwa kelemahan pengendalian internal baik pada perusahaan kecil 

yang memiliki laba kecil maupun perusahaan besar dengan laba yang besar tidak ada 

bedanya. Dalam pemilihan auditor, biasanya pihak manajemen akan mengikuti saran 

dari para pemilik saham. Beberapa perusahaan dengan resiko rendah biasanya akan 

memilih auditor dari BIG 4 karena para pemilik saham beranggapan bahwa tingkat 

independensi BIG 4 lebih baik daripada non BIG 4. Namun, sebagian besar mereka 

juga menghindari BIG 4 karena mereka tahu bahwa KAP BIG 4 dapat sangat ketat 

dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan maupun kelemahan dalam pengendalian 

internal perusahaan. Hasil penelitian Adani (2013) mengungkapkan bahwa 

independensi auditor  memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pengendalian 

internal. 

       Kemudian, dalam usahanya untuk meningkatkan aktivitas pengendalian internal, 

perusahaan akan secara signifikan meningkatkan biaya. Mereka akan membutuhkan 

biaya lebih untuk mencapai sistem pengendalian internal yang efektif diantaranya 

untuk kebutuhan kompensasi. Shon dan Weiss (2009) menyatakan bahwa perusahaan 

akan menyesuaikan kompensasi untuk memotivasi manajer agar membuat sistem 

pengendalian internal yang efektif. Hasil penelitian Leng dan Ding (2011) dan Syarif 

(2015) menemukan bahwa pengungkapan pengendalian internal perusahaan 

berhubungan dengan kompensasi yang diterima oleh pada eksekutif. Sejalan dengan 

mereka, pada  hasil analisis Balsam et al (2013) ditemukan hubungan yang sangat 

kuat antara pengungkapan wajib dengan kompensasi eksekutif, karena pengungkapan 
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wajib akan memotivasi manajemen untuk menigkatkan kontrol dan tanggung jawab 

mereka. 

       Penelitian yang membahas tentang pengungkapan pengendalian internal dan 

faktor-faktor yang memengaruhinya masih sangan minim dilakukan. Terutama di 

Indonesia yang belum memiliki peraturan yang membahas secara jelas tentang 

pengungkapan ini. Padahal pengungkapan pengendalian internal adalah salah satu 

faktor yang dapat memengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Penulis melakukan 

replikasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan menggabungkan 

beberapa faktor yang ditemukan berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian 

internal. Faktor-faktor yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kualitas Komite 

Audit yang mencerminkan organ Corporate Governance, Kepemilikan Institusional 

yang menggambarkan mekanisme Corporate Governance, dan Independensi Auditor  

sehingga penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Komite Audit, Kepemilikan 

Institusional, dan Independensi Auditor terhadap Pengungkapan Pengendalian 

Internal” 

B.  Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, maka beberapa permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Belum ada regulasi yang kuat di Indonesia tentang kewajiban pengungkapan 

pengendalian internal. 
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2. Terdapat kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan 

yang merugikan tidak hanya perusahaan secara materiil, juga pihak eksternal 

sehingga perusahaan kehilangan kepercayaan investor dan kehilangan 

kesempatan pendanaan. 

3. Masih sedikit perusahaan yang melakukan pengungkapan terhadap 

pengendalian internalnya. 

4. Lemahnya pengendalian internal perusahaan memicu terjadinya berbagai 

kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal manajemen. 

5. Pengungkapan pengendalian internal oleh perusahaan manufaktur yang Go 

Public  di Indonesia masih tergolong lemah. 

6. Ukuran dewan komisaris yang belum optimal dapat memengaruhi 

transparansi pengungkapan informasi. 

7. Komite audit yang kurang baik dari segi kualitas dapat memengaruhi tingkat 

pengungkapan pengendalin. 

8. Kepemilikan institusional yang merupakan salah satu mekanisme Corporate 

Governance menimbulkan agency cost yang tinggi dalam perannya 

memengaruhi pengungkapan pengendalian internal. 

9. Masih ada auditor yang tidak independen dalam menjalankan tugasnya. 

C. Pembatasan Masalah 

       Keterbatasan peneliti dalam upaya pemecahan masalah ini membuat peneliti 

membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada masalah Kualitas Komite Audit, 
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Kepemilikan Institusional dan Independensi Auditor terhadap pengungkapan 

pengendalian internal. 

D. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, 

maka dapat diidentifikasikan sutu rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Kualitas Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan 

Pengendalian Internal? 

2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap  Pengungkapan  

Pengendalian Internal? 

3. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Pengungkapan 

Pengendalian Internal? 

E. Manfaat Penelitian 

       Penelitian-penelitian sebelumnya tentang pengungkapan pengendalian internal 

masih sedikit dilakukan di Indonesia dan masih menggunakan alat ukur dari COSO. 

Penulis mengangkat kembali tema ini untuk menambah bukti empiris serta 

menggunakan alat ukur yang sesuai dengan regulasi di Indonesia sehingga 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata terhadap pengungkapan 

pengendalian internal di Indonesia. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Kegunaan Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah 

wawasan bagi para pembaca dengan cara mengembangkan teori mengenai 

pengungkapan pengendalian internal, sehingga dapat menambah refrensi 

untuk penelitian berikutnya 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas komite audit, komposisi 

kepemilikan institusional, dan independensi auditornya terhadap 

pengungkapan pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas 

pengawasan terhadap pengendalian internal. 

b. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur 

implementasi peraturan yang sedang berjalan agar proses pengawasan 

dapat berjalan dengan maksimal. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

       Landasan teori yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah teori keagenan 

(agency theory). Teori keagenan merupakan sinergi dari teori ekonomi, teori 

keputusan, sosiologi, dan teori organisasi dan pertama kali digunakan oleh Jensen dan 

Meckling pada tahun 1976. Agency theory selama ini dijadikan sebagai pondasi 

dalam praktik bisnis yang ada. Prinsip utama dari agency theory adalah hubungan 

antara pemberi wewenang (principal) dan pihak yang diberi wewenang (agent). 

       Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan 

kontrak antara satu atau lebih orang (principal) dengan orang lain (agent). Teori ini 

memberikan pemahaman tentang aktivitas principal dengan pemberian wewenang 

tanggung jawab kepada manajemen. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan 

perusahaan memungkinkan munculnya konflik kepentingan antara pemilik dengan 

manajer sebagai pengelola perusahaan. Hubungan ini memberikan potensi terjadinya 

konflik kepentingan antara principal dan agent. 

        Agency theory berlandaskan pada tiga asumsi, yaitu asumsi mengenai manusia 

(people), organisasi (organization), dan informasi (information) (Eisenhardt, 1989). 

Mengenai hal ini, Arifin (2005) menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat untuk 

13 
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mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded 

rationality) dan tidak menyukai risiko (risk aversion). Asumsi keorganisasian adalah 

konflik yang timbul antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas 

dan adanya asymetric information antara principal dan agent. Asumsi tentang 

informasi, bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang dapat 

diperjualbelikan. Asumsi-asumsi tersebut kemudian berakibat pada timbulnya 

asimetri informasi sedangkan asimetri informasi menyebabkan kebutuhan prinsipal 

akan informasi tidak terpenuhi. 

      Terdapat beberapa cara dalam menanggulangi masalah asimetri informasi, antara 

lain dengan melakukan kontrak yang optimal antara manajemen dengan investor, 

mengadakan dewan komisaris yang memiliki peran mengawasi perilaku manajemen 

agar sesuai dengan kepentingan pemilik luar, dan memastikan adanya informasi yang 

efektif dari pihak perantara (Healy dan Palepu, 2001). Selain mengurangi 

kemungkinan terjadinya asimetri informasi, peningkatan pengawasan pemantauan 

oleh dewan komisaris dan komitenya dapat memengaruhi kinerja keuangan pula 

(Brick dan Chindhambaran, 2007). 

2. Teori Sinyal (Signalling Theory) 

       Menurut Jama’an (2008), signaling theory mengemukakan tentang bagaimana 

sebuah perusahaan memberikan sinyal berupa informasi atau promosi kepada 

pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut berupa hal apa saja yang sudah 

dilaksanakan oleh manajemen dalam merealisasikan keinginan pemilik modal. Sinyal 
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tersebut menyatakan bahwa kinerja perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. 

Teori ini kemudian memberikan penjelasan bahwa manajer melakukan signalling 

untuk mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas 

informasi, baik laporan keuangan maupun laporan lainnya yang dipublikasikan oleh 

perusahaan. 

Teori sinyal menunjukkan adanya keberadaan asimetri informasi antara 

manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi 

tersebut serta mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan 

sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan (Wolk et al, 2008). 

       Singnalling Theory menekankan pada pentingnya informasi yang dipublikasikan 

oleh perusahaan sebagai salah satu pertimbangan yang digunakan investor dalam 

mengambil keputusan investasi. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah 

unsur penting bagi pelaku bisnis dan investor karena memuat keterangan, catatan atau 

gambaran baik pada masa lalu maupun pada masa mendatang yang dapat 

memengaruhi tidak hanya kelangsungan hidup perusahaan namun juga keadaan 

pasarnya. 

       Ross (1977) beranggapan bahwa perusahaan akan dengan luas melakukan 

pengungkapan informasi tambahan (sukarela) karena teori sinyal. Dengan demikian, 

manajer dari perusahaan dengan kualitas yang lebih baik akan berusahan untuk 

membedakan mereka dengan perusahaan yang dengan kualitas lebih rendah. 
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3. Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX-2002) 

       Sarbanes Oxley Act 2002 (SOX) adalah peraturan yang dicanangkan oleh Paul 

Sarbanes dan Michael Oxley sebagai salah satu dampak dari berbagai kasus yang 

melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan KAP BIG 5 di Amerika Serikat. Kasus-

kasus tersebut menciptakan persepsi bahwa perusahaan public berkemungkinan 

melakukan kecurangan saat menjalankan kegiatan operasinya. 

       SOX 2002 juga dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and 

Investor Protection Act of 2002 yang kemudian mensyaratkan perusahaan-perusahaan 

yang melantai di bursa saham Amerika untuk menaati sejumlah peraturan yang 

bertujuan untuk memberikan jaminan tentang integritas laporan keuangan. 

       Aspek penting dari SOX 2002 adalah dua bagian khusus yang berfokus pada isu 

pengendalian internal terkait dengan laporan keuangan, yaitu Section 302 dan Section 

404. Pada Section 302, perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengungkapan pada 

evektifitas dan perubahan yang signifikan terkait dengan pengendalian internal. 

Sedangkan Section 404 memfokuskan akan kewajiban perusahaan untuk menilai 

struktur dan prosedur pengendalian internal serta menyertakan opini auditor 

perusahaan terhadap penilaian yang dilakukan oleh manajemen. 

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal 

       Badan Pengawas Pasar Modal adalah lembaga yang melakukan pengawasan 

terhadap seluruh kegiatan yang ada di pasar modal Indonesia. Walaupun kini kegiatan 

Bapepam sudah tidak lagi ada karena digantikan keberadaannya oleh Otoritas Jasa 
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Keuangan, namun beberapa regulasi yang pernah dibuat masih digunakan hingga 

kini. 

       Salah satunya adalah keputusan yang dikeluarkan pada Agustus 2012 tentang 

Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu KEP-

431/BL/2012. Penerbitan peraturan ini kemudian mencabut Keputusan Ketua 

Bapepam dan LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang 

Kewajiban  Penyampaian Laporan Tahunan Bagi  Emiten  dan Perusahaan Publik 

dan  Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tanggal 30 Maret 

2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan 

Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di 

Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain. 

       Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

keterbukaan informasi dalam laporan tahunan Emiten dan Perusahaan Publik sebagai 

sumber informasi penting bagi pemegang saham dan masyarakat dalam membuat 

keputusan investasi. 

       Terdapat beberapa poin penting dalam perubahan peraturan ini, antara lain: 

1. Kewajiban penyampaian laporan keuangan 

2. Ketentuan umum dan ikhtisar data keuangan penting 

3. Laporan dewan komisaris dan dewan direksi 

4. Profil perusahaan 

5. Analisis dan pembahasan manajemen 

6. Tata kelola perusahaan 
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7. Corporate Social Responsibility 

8. Laporan keuangan audited 

9. Tanda tangan dewan komisaris dan direksi 

10. Pemberlakuan peraturan. 

5. Pengendalian Internal 

       International Standards on Auditing (ISA) dalam Tuanakotta (2015) 

mendefinisikan pengendalian internal sebagai: 

“Proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh TCWG, 

manajemen, dan karyawan lain untuk memberikan asurans yang memadai tentang 

tercapainya tujuan entitas mengenai keandalam pelaporan keuangan, efektif dan 

efisiennya operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-

undangan.” 

Sedangkan pengendalian internal oleh SOX-2002 didefinisikan sebagai: 

       “Process, effected by an entity’s board of directors, management and other 

personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement 

of objectives”.  

Kemudian, Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisika pengendalian internal 

sebagai: 

“Sistem yang meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang 

terorganisasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta 

miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi serta meningkatkan 

efisiensi usaha.” 

 

        Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian 

internal adalah alat yang digunakan oleh manajer untuk membantu pencapaian tujuan 

usaha mereka dalam mencapai efektivitas dan efisiensi operasi, mencapai kendalan 

dari laporan keuangan, dan melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku dan 
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dibutuhkan untuk mencapai kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan-tujuan 

perusahaan. 

       Dalam mencapai kepastian yang layak, pengendalian internal disesuaikan dengan 

kerangka COSO. Menurut kerangka COSO, terdapat lima tujuan dari 

pengendalian internal, yaitu: 

1. Penilaian Risiko (risk assessment) 

        Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya 

risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan 

bisnis (profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah 

diidentifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan 

intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya 

2. Lingkungan Pengendalian (control environment) 

       Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen 

dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi 

tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan 

pengendalian internal adalah filosofi manajemen dan gaya operasi 

manajemen, struktur organisasi, dan praktik kepersonaliaan. 

3. Aktivitas Pengendalian (control activities) 

       Poin ini mengacu pada kebijakan dan prosedur yang membantu 

keyakinan bahwa peraturan telah dilaksanakan. Aktifitas pengendalian 

membantu meyakinkan manajemen bahwa tindakan yang perlu dilakukan 

telah diambil dan menghadapi risiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. 
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4. Informasi dan Komunikasi 

       Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari 

pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkunga pengendalian, 

penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh 

manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan 

pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan 

Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat 

menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, 

peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan 

pelaporan eksternal. 

5. Pengawasan. 

       Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan 

kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian 

internal dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau 

sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat 

dilakukan dengan cara mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda 

peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi. Penilaian secara khusus 

biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi 

manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan 

besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan 

sistem pengendalian internal. Namun auditor eksternal juga sering melakukan 
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penilaian atas pengendalian internal sebagai bagian dari audit atas laporan 

keuangan. 

       Pengungkapan pengendalian internal pada penelitian sebelumnya diukur dengan 

menggunakan index. Index ini digunakan sebelumnya oleh Coke (1992) dan Wallace 

(1987) dengan rumus: 

Index = 
 

 
 

n = Jumlah item pengungkapan 

k = jumlah seluruh item yang mungkin diungkapkan. 

       Peneliti sebelumnya menggunakan berbagai macam item untuk mengukur index. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewayanto (2015) menggunakan elemen COSO 

dengan menggunakan Index yang menyerupai ICRS (Internal Control Reporting 

Score) yang dikembangkan oleh Deumes (2005). Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Zulfikar et al (2015), item yang digunakan sebagai acuan adalah 

lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No 5/22/DPNP tentang Pedoman Standar 

Sistem Pengendalian Internal Bank Umum. Kemudian, penelitian yang dilakukan 

oleh Paramitha (2012) menggunakan acuan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan 

LK No Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi 

Emiten atau Perusahaan Publik. 

       Terdapat beberapa item pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No 

Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten 
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atau Perusahaan Publik, poin g tentang Tata Kelola Perusahaan (Corporate 

Governance).  

      Item-item tersebut adalah: 

1) Dewan Komisaris, mencakup antara lain: 

a) uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; 

b) pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi 

anggota Dewan Komisaris; dan 

c) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang 

frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan 

Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat 

tersebut;  

2) Direksi, mencakup antara lain: 

a) ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing 

anggota Direksi; 

b) pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi 

anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja 

perusahaan; 

c) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang 

frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan 

Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut; 
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d) keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, 

serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; 

dan 

e) pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja 

anggota Direksi (jika ada); 

3) Komite Audit, mencakup antara lain: 

a) nama; 

b) riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan; 

c) riwayat pendidikan; 

d) periode jabatan anggota Komite Audit; 

e) pengungkapan independensi Komite Audit; 

f) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang 

frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite 

Audit dalam rapat tersebut; 

g) uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku 

sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter) Komite 

Audit; 

4) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka 

mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti 

komite nominasi dan remunerasi, yang mencakup antara lain: 

a) nama; 
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b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum 

penunjukkan; 

c) riwayat pendidikan; 

d) periode jabatan anggota komite; 

e) pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite; 

f) uraian tugas dan tanggung jawab; 

g) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang 

frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam 

rapat tersebut; dan 

h) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; 

5) uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan; 

a) nama; 

b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum 

penunjukkan; 

c) riwayat pendidikan; 

d) periode jabatan sekretaris perusahaan; 

e) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahu 

buku; 

6) uraian mengenai unit audit internal meliputi: 

a) nama; 

b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum 

penunjukkan; 



25 
 

 

c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); 

d) struktur dan kedudukan unit audit internal; 

e) tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang 

dicantumkan dalam piagam (charter) unit audit internal; dan 

f) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku; 

7) uraian mengenai sistem pengendalian interen (internal control) yang 

diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai: 

a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap 

peraturan perundang undangan lainnya; dan 

b) reviu atas efektivitas sistem pengendalian interen; 

8) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang 

mengenai: 

a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan; 

b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan 

c) reviu atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan; 

9) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas 

anak, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, antara 

lain meliputi: 

a) pokok perkara/gugatan; 

b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan 

c) pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan. 
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10) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau 

Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas 

pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir (jika ada); 

11) informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada) 

meliputi: 

a) pokok-pokok kode etik; 

b) pokok-pokok budaya perusahaan (corporate culture); 

c) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan 

d) pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan Komisaris, 

Direksi, dan karyawan perusahaan; 

12) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau 

manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain 

jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang 

berhak, serta harga exercise (jika ada); dan 

13) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di 

Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan perusahaan maupun 

pemangku kepentingan (jika ada), antara lain meliputi: 

a) cara penyampaian laporan pelanggaran; 

b) perlindungan bagi pelapor; 

c) penanganan pengaduan; 

d) pihak yang mengelola pengaduan; dan 

e) hasil dari penanganan pengaduan. 
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       Beberapa pengukuran Pengungkapan Pengendalian Internal yang dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya antara lain dilakukan dengan menyebarkan kuisioner yang 

berisi tentang pertanyaan terkait pencapaian pengendalian internal. Kemudian 

Dewayanto (2015) menukur pengendalian internal dengan menggunakan index yang 

item-itemnya berasal daro COSO 1992. Penulis memutuskan untuk mengukur 

pengendalian internal dengan menggunakan index yang itemnya terdapat pada 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-431/BL/2012 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, poin 

g tentang Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) no 3, 6, 7, dan 8 sehingga 

terdapat total 18 jumlah item pengungkapan maksimal. Item ini dipilih berdasarkan 

saran dari Dewayanto (2005) untuk menggunakan regulasi yang berjalan di Indonesia 

agar tercermin keadaan nyata pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan 

di Indonesia. 

6. Independensi Auditor 

       Independensi merupakan terjemahan kata independence yang artinya “dalam 

keadaan independen”, adapun independen bermakna ”tidak tergantung atau 

dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang 

lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian 

orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Arens et al (2008:111), 

independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. 
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Independensi sangat penting bagi auditor untuk dijaga dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya. 

      Mautz dan Sharaf (1993) dalam bukunya menyatakan terdapat tiga komponen 

yang harus dimiliki oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Tiga komponen itu 

adalah kompetensi, independensi, dan due professional care. Penting bagi auditor 

untuk mempertahankan perilaku yang independen dalam memenuhi tanggung jawab 

kepada klien. Namun yang juga penting adalah memastikan bahwa pengguna laporan 

keuangan dapat memercayai independensi tersebut. 

 Kode Perilaku Profesional AICPA dan Kode Etik bagi Perilaku Profesional, 

IESBA dalam Arens (2015) menyatakan bahwa terdapat dua aspek yang mencakup 

independensi akuntan publik, yaitu independensi dalam berpikir dan independensi 

penampilan. Independesi dalam pikiran mencerminkan pikiran auditor yang 

memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias serta mensyaratkan 

anggota harus independen dalam fakta. Sedangkan independensi dalam penampilan 

adalah interpretasi lain atas ndependensi ini. Bila auditor independen dalam fakta 

tetapi pengguna laporan keuangan yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk 

klien, maka sebagian besar nilai auditor juga akan hilang. 

Pengukuran independensi pada auditor dapat dilakukan dengan beberapa macam 

cara, antara lain dengan menggunakan butir-butir pertanyaan seperti yang dilakukan 

oleh Adani (2013). Butir-butir pertanyaan yang diajukan antara lain terkait 

keojektivitasan, keprofesionalan, serta ketidakberihakan auditor internal. Kemudian 

pada penelitiannya, Femiarti dan Dewayanto (2012) menggambarkan independensi 
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auditor dengan variabel dummy dimana skor 1 diberikan apabila Kepala Unit Audit 

Internal dijabat oleh seorang officer dan skor 0 diberikan apabila Kepala Unit Audit 

Internal tidak dijabat oleh seorang officer. Posisi Kepala Unit Audit Internal sebagai 

officer memberikan gambaran bahwa ia akan memberikan dukungan lebih besar dari 

senior manajer maupun dewan, sehingga apabila dibutuhkan dalam mengambil 

keputusan dalam Unit Audit Interna akan lebih bebas dari sampur tangan (Lin et al, 

2011). Sedangkan Sukiswo (2015) mengukur independensi auditor internal dengan 

jumlah anggota audit internal perusahaan. Jumlah audit internal perusahaan dapat 

menggambarkan independensinya karena semakin besar jumlah auditor internal 

perusahaan, maka tingkat ditemukannya kelemahan maupun kecurangan tinggi dan 

pendapat auditor yang beragam dapat meningkatkan keputusan independensinya. 

Berdasarkan uraian diatas, pengukuran yang diadopsi penulis dalam penelitian ini 

adalah pengukuran yang dilakukan oleh Sukiswo (2015) yang menyatakan 

independensi auditor internal dengan jumlah anggota auditor internal pada 

perusahaan.  

7. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

7.1. Definisi Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

          Corporate Governanve didefinisikan oleh beberapa sumber, baik yang 

merupakan institusi maupun individu. Definisi Corporate Governance menurut 

Organization for Economic Coorperation & Development (OECD, 2004) adalah: 

“One key element in improving economic efficiency and growth as well as     

enhancing investor confidence that involves a set of relationships between a 
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company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders and 

also provides the structure through which the objectives of the company, the 

means of attaining those objectives and monitoring performance.” 

OECD mensyaratkan terdapat struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan 

pengawasan atas kinerja perusahaan. Good Corporate Governance (GCG)  yang 

baik dapat memberikan rangsangan yang baik bagi board dan manajemen untuk 

mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. 

Good Corporate Governance juga harus mampu menjadi jembatan untuk proses 

monitor yang efektif agar dapat mendorong perusahaan untuk menggunakan 

sumber daya dengan lebih efisien. 

         Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) 

mendeskripsikan corporate governance sebagai: 

”Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang 

kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk 

menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan.” 

 

       Sedangkan definisi Corporate Governance menurut Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebuah pilar dari sistem ekonomi pasar. 

Keberadaan pilar tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana usaha yang 

kondusif serta meningkatkan kepercayaan pada perusahaan dan suasana usaha 

suatu negara. Pelaksanaan Corporate Governance juga diharapkan mampu 

mendongkrak penciptaan pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan 

peraturan perundang-undangan. 
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       Dalam Hastuti (2005), Shleifer and Vishny (1997) corporate governance 

dinyatakan berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para 

pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah 

ditanam. 

       Berdasarkan paparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Corporate 

Governance adalah sebuat proses yang berlaku bagi seluruh lingkungan 

perusahaan dan dibuat untuk mewujudkan hak-hak dan memaparkan kewajiban 

para pemangku kepentingan untuk memberikan nilai lebih bagi mereka. 

7.2. Prinsip Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

       Penerapan Corporate Governance yang baik adalah sebuah kewajiban bagi 

perusahaan untuk mengimplementasikannya di perusahaan mereka. Dalam 

upayanya mewujudkan Corporate Governance yang baik, harus dipastikan bahwa 

perusahaan telah melaksanakan seluruh aspek bisnis dengan 

mengimplementasikan prinsip-prinsip Corporate Governancenya. Menurut 

KNKG, terdapat 5 prinsip Corporate Governance, yaitu: 

a. Keterbukaan Informasi (Transparancy) 

       Keterbukaan informasi yang dimaksud adalah keterbukaan dalam proses 

pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materill dan 

relevan mengenai perusahaan yang mudah diakses dan dipahami bagi 

pemangku kepentingan. 
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b. Akuntabilitas (Accountability) 

          Dalam akuntabilitas, perusahaan harus mampu 

memertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan serta wajar. Maka, 

pengelolaannya harus dilaksanakan dengan benar, terukur, serta sesuai dengan 

kepentingan stakeholder. 

c. Responsibility (Responsibility) 

       Dalam melangsungkan kegiatan usahanya, perusahaan harus mematuhu 

seluruh peraturan perundang-undangan dan tanggung jawa kepada masyarakat 

dan lingkungan. Hal ini dilakukan agar kesinambungan usaha dapat 

terpelihara dalam jangka panjang. 

d. Independensi (Independency) 

       Independensi disini berarti bahwa pengelolaan perusahaan harus secara 

independen agar tiap-tiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak saling mengintervensi. 

e. Kewajaran (Fairness) 

       Prinsip ini mewajibkan adnya perlakuan yang adil dan setara dalam 

pemenuhan hak-hak stakeholder yang muncul berdasarkan pada perjanjian 

perundangan yang berlaku. 

7.3. Mekanisme Corporate Governance 

       Mekanisme dapat diartikan sebagai cara kerja sebuah organisasi dalam 

melaksanakansebuah tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu. Menurut 

Utama dan Utama (2003) dalam Yana (2011), mekanisme ialah suatu cara yang 
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dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik agensi yang terjadi didalam 

perusahaan. Mekanisme Corporate Governance terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Mekanisme Internal 

       Mekanisme ini merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk 

menyelesaikan konflik agensi dengan memanfaatkan pengendalian internal 

perusahaan. Salah satu jenis mekanisme tersebut adalah struktur kepemilikan.  

       Struktur kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

mekanisme Corporate Governance dan kinerja perusahaan (Scheilfer dan 

Vishny, 1996 dalam Maharani, 2012). Kemudian Zhao dan Guo (2013) 

mengungkapkan hasil penelitian mereka bahwa kinerja prusahaan dan 

pengungkapan pengendalian internal memiliki korelasi yang signifikan positif.  

       Struktur kepemilikan dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya: 

1) Kepemilikan manajerial 

        Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh 

manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham 

yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007). 

Dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa menurut teori 

keagenan, dengan adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan 

akan mengurangi konflik keagenan. Tindakan oportunis manajer untuk 

memaksimalkan kepentingan pribadi akan berkurang melalui 

kepemilikan manajerial. Manajer juga akan mengambil keputusan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan karena berkaitan dengan 
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kepentingannya sendiri sebagai pemegang saham, sehingga 

pengungkapan pengendalian internal akan semakin baik. 

2) Kepemilikan institusional 

      Kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme dalam 

Corporate Governance. Dalam Tarjo (2008), kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga 

seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan institusi lain. Dalam rangka memonitor manajemen, 

kepemilikan institusional memiliki arti penting karena akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kegiatan 

monitoring ini tentunya akan menjamin para pemegang saham. 

Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan 

melalui investasi mereka yang cukup besar di pasar modal. 

       Wicaksono (2013) mengatakan tingkat kepemilikan institusional 

yang tinggi akan mampu meningkatkan usaha pengawasan oleh pihak 

investor institusional sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik 

manajer. Didalam Tohir (2013), investor institusional memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan dengan investor individual. 

Kelebihan tersebut antara lain: 

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih untuk 

memeroleh informasi dibandingkan dengan investor individual 
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2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam 

menganalisis informasi sehingga dapat menguji tingkat keandalan 

informasi 

3. Investor institusional memiliki relasi bisnis yang lebih kuat 

dengan manajemen. 

4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk 

melakukan pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas yang 

terjadi didalam perusahaan. 

       Pada penelitian terdahulu, komponen kepemilikan institusional selalu 

diukur dengan menggunakan presentase kepemilikan institusional yang 

didpatkan dari data jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusional 

dalam perusahaan dan jumlah saham yang diterbitkan. Pengukuran ini 

digunakan oleh Zulfikar et al (2015) dan Sukiswo (2015) sehingga pada 

penelitian ini, kepemilikan institusional akan diukur dengan presentasi 

kepemilikan saham institusional. 

b. Mekanisme Eksternal 

Mekanisme ini merupakan mekanisme pengendalian yang mengandalkan 

seluruh perangkat yang berada di luar perusahaan. meliputi keadaan ekonomi, 

hukum, dan social. Tujuannya adalah untuk mengontrol jalannya perusahaan 

agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya. Perangkat tersebut mencakup pasar uang dan pasar modal yang 

bersaing, perangkat hukum, dan perundang-undangan yang lengkap, 
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penerapan hukum yang konsisten dan adil, pasar barang dan jasa yang aktif 

dan terbuka, serta konsumen yang aktif, tanggap dan sadar akan hak dan 

kewajibannya (Purwatiningsih, 2000). 

7.4. Organ Corporate Governance 

       Dalam peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance/GCG), organ GCG terdiri dari organ persero dan organ perum. 

Yang merupakan bagian dari organ persero adalah Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan bagian dari organ 

perum adalah Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi. 

       Penelitian ini menggunakan salah satu bagian dari organ persero sebagai 

salah satu variabelnya. 

7.4.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

       Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan 

yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau 

dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang 

dan/atau anggaran dasar. Yang dimaksud dengan wewenang yang tidak 

diberikan kepada direksi atau dewan komisaris adalah hak untuk: 

a) Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris 

b) Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau 

pemisahan 
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c) Menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan 

pailit 

d) Menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan 

e) Mengubah anggaran dasar 

f) Membubarkan perseroan 

       RUPS terdiri dari RUPS Tahunan, dan RUPS lainnya atau yang 

dalam praktik biasanya disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB). RUPS 

Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan 

setelah tahun buku berakhir. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu 

berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. Direksi 

menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan 

didahului oleh pemanggilan RUPS. Lebih lanjut penyelenggaraan RUPS 

dapat dilakukan atas permintaan berikut. 

a) Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama 

mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu 

jumlah yang lebih kecil. 

b) Dewan komisaris dan direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS 

dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung 

sejak tanggal permintaan penyelanggaran RUPS diterima. 
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7.4.2. Dewan Komisaris 

       Dewan komisaris adalah pimpinan di perusahaan, dan tingkat 

efektivitas dewan komisaris akan menentukan kesuksesan perusahaan 

(Seikh, Wang, dan Khan, 2013 dalam ). Sebagai inti dari corporate 

governance, dewan komisaris memiliki tanggung jawab atas penegakan 

dan implementasi dari sistem pengendalian internal dan menjamin 

keandalan dari pengungkapan informasi (Leng dan Ding, 2011).  

        Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, keberadaan dewan 

komisari didukung oleh komite audit. 

7.4.2.1. Komite Audit 

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 pada peraturan 

No. IX 1.5 tentang Pembentukan dan pelaksanaan kerja komite 

audit, komite audit dijelaskan sebagai komite yang dibentuk oleh 

Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Salah satu unsur penting dalam penerapan GCG adalah 

dengan adanya komite audit yang efektif karena keberadaan komite 

audit yang efektif adalah salah satu aspek dalam kriteria penilaian 

dalam menentukan baik atau tidaknya penerapan GCG perusahaan. 

       Dalam KEP-399/BEJ/07-2001, dijelaskan bahwa ukuran 

komite audit harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga anggota, 

dengan salah satu diantaranya menjabat sebagai ketua komite audit 

dan anggota lainnya merupakan pihak independen yang salah 
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satunya harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan/atau 

keuangan. 

7.4.2.1.1. Keahlian Komite Audit 

       Security Exchange Commission (SEC) menjelaskan konsep 

ahli keuangan dengan pertanyaan “Apakah direktur telah 

memiliki pengalaman sebelumnya terkait akuntansi dengan 

pelaporan keuangan?”. SEC juga menyarankan direktur untuk 

harus memiliki pengalaman sebagai akuntan publik, auditor, 

CFO, atau kontroler serta menambahkan beberapa unsur berikut 

dalam defisini pengalaman akuntansi: pengalaman mengawasi 

karyawan, tanggung jawab pelaporan keuangan, mengawasi 

kinerja perusahaan, dan pengalaman yang relevan lainnya. 

       Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 

mensyaratkan anggota komite audit untuk memiliki latar 

belakang akuntansi atau keuangan. Latar belakang tersebut 

dimaksudkan agar anggota audit memiliki pemahaman tentang 

konsep serta proses akuntansi sehingga dapat membantu dan 

anggota komite audit lainnya dalam mengidentifikasi dan 

penyelesaian masalah terkait. Hal ini bertujuan agar anggota 

komite audit dapat segera mengambil tindakan jika terdapat 

masalah dan agar mereka dapat mencegah terjadinya 

kemungkinan salah saji dalam pelaporan keuangan. 
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Penelitian terdahulu yang menggunakan keahlian komite 

auditsebagai salah satu variabel penelitian antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh Dewayanto (2013), Femiarti dan 

Dewayanto (2012), Zhang et al (2007), dan Khrisnan (2005). 

Seluruh peneliti mengukur variabel ini dengan presentase 

jumlah komite audit perusahaan yang memiliki keahlian 

keuangan atau akuntansi (ACCT_ACFE). 

    ACCT_ACFE =   

                                        
                           

                            
 

       Pada penelitian ini, penulis mengukur keahlian komite 

audit dengan rumus diatas, yaitu membagi jumlah komite audit 

yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan dengan total 

seluruh anggota audit. 

7.4.3. Direksi 

       Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, 

baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan 

anggaran dasar, Pengertian pengurusan mencakup pula pengelolaan 

kekayaan perseroan, karena itu Undang-undang Perseroan mengatur 

mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip “fiduciary duty” 

yang mencakup juga “duty of skill and care” oleh direksi. Hal ini tampak 
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pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi, bahkan apabiala 

anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan Pada 

Prinsipnya, Direksi bertanggung jawab terhadap perseroan (pemegang 

saham secara keseluruhan) bukan kepada pemegang saham secara 

perseorangan. Tugas kepengurusan direksi tidak terbatas pada kegiatan 

rutin, melainkan juga berwenang dan wajib mengambil insiatif membuat 

rencana dan perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk masa 

mendatang dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. 

 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

       Penelitian terdahulu mengenai pengungkapan pengendalian internal sebagai 

variable dependen (terikat) belumlahlah banyak, tetapi peneliti mendapatkan 

beberapa penelitian yang digunakan sebagai dasar dan acuan penelitian ini. Alasan 

digunakannya penelitian terdahulu adalah sebagai dasar acuan dan pendukung 

penelitian ini, karena penelitian terdahulu telah terbukti secara empiris sehingga dapat 

memperkuat hasil penelitian ini. Penelitian yang akan dijelaskan dibawah ini adalah 

penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan pengendalian internal. 

Tabel II.1 

Hasil Penelitian yang Relevan 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 

Dewayanto, Eksistensi Direksi Asing Keahlian komite audit dan 
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Totok (2015) Dalam Hubungan Komite 

Audit Terhadap 

Pengungkapan 

Pengendalian Internal 

keberadaan direksi asing mampu 

meningkatkan pengungkapan 

pengendalian internal yang 

diukur dengan Internal Control 

Disclosure Index menggunakan 

item-item yang berasal dari 

COSO. 

Sjarief, Weli, 

dan Widyastuti 

(2015) 

The Internal Control 

Disclossure, The 

Excecutive Compensation, 

and The Timeless of 

Financial Reporting 

Terdapat hubungan antara 

pengungkapan pengendalian 

internal dengan tingkat 

kompensasi yang diterima oleh 

eksekutif dan waktu penerbitan 

laporan keuangan perusahaan. 

Semakin tinggi tingkat 

kompensasi yang diterima leh 

eksekutif, maka semakin luas 

pengungkapan pengendalian 

internalnya. 

Deumes, Rogier 

dan Knechel, 

W. Robert 

Economic Incentives for 

Voluntary Reporting in 

Internal Risk Management 

Keberadaan pengungkapan 

sukarela dari pengendalian 

internal berpengaruh secara 
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(2008) and Control System signifikan dengan indikasi 

informasi dan masalah keagenan 

Sukiswo, 

Wahyu Helmi D 

(2015) 

Pengaruh Independensi 

Auditor, Komite Audit, 

dan Kepemilikan 

Institusional Terhadap 

Pengungkapan 

Pengendalian Internal 

 

Hasil dari pengujian analisis 

regresi berganda menunjukkan 

bahwa variabel independendensi 

auditor internal dan kepemilikan 

institusional berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

pengungkapan pengendalian 

internal. Variabel komite audit 

berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap 

pengungkapan pengendalian 

internal. 

Khrisnan, 

Jayanti (2005) 

Audit Committee quality 

and Internal Control: An 

Empirical Analysist 

Adanya indikasi bahwa komite 

audit independen dan komite 

audit dengan keahlian keuangan 

cenderung dikaitkan dengan 

kejadian masalah pengendalian 

internal. 

Agyei-Mensah, Internal Control Hasil menyatakan bahwa 
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Ben Kwane 

(2016) 

Information Disclosure 

And Corporate 

Governance: Evidence 

From An Emerging 

Market 

perusahaan yang melakukan 

pengungkapan pada 

pengendalian internalnya masih 

sangat sedikit. Keberadaan 

independensi dewan komisaris 

merupakan variabel yang 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan 

pengendalian internal. 

Li, Han (2015) Managerial Ability and 

Internal Control Quality: 

Evidence from China 

Terdapat hubungan antara 

keahlian manajerial dengan 

kualitas pengendalian internal 

perusahaan. 

Yan Zhang et al 

(2007) 

Audit committee Quality, 

Auditor Independence, 

And Internal Control 

Weaknesses. 

Ada relasi antara kualitas komite 

audit, independensi auditor, dan 

kelemahan pengendalian 

internal. Perusahaan 

teridentifikasi memiliki 

kelemahan internal kontrol jika 

anggota komite audit sedikit 

memiliki keahlian akuntansi 
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dan/atau keuangan. 

Dominsoru, 

Sorinel (2009) 

Audit committee Quality, 

Auditor Independence, 

And Internal Control 

Weaknesses. 

Kualitas komite audit dan 

independensi auditor memiliki 

relasi dengan pengungkapan 

kelemahan pengendalian 

internal. Perusahaan cenderung 

memiliki kelemahan pada 

pengendalian internalnya apabila 

memiliki komite audit dengan 

keahlian keuangan/akuntansi 

lebih sedikit. Semakin 

independen auditor, semakin 

tinggi pula tingkat terdeteksinya 

kelemahan pengendalian 

perusahaan. 

Zulfikar, 

Rosiana, dan 

Nariah, Ratu 

Ayu Fanisa 

(2015) 

Corporate Governance 

dan Pengungkapan 

Pengendalian Internal 

Penelitian menunjukkan bahwa 

Komposisi Komisaris 

Independen, Kepemilikan 

Manajerial, dan Ukuran Komite 

Audit tidak memengaruhi 

Pengungkapan Pengendalian 
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Internal. Sedangkan Ukuran 

Dewan Komisaris, Kepemilikan 

Institusional, dan Latas Belakang 

Keuangan atau Pendidikan 

Akuntansi Komite Audit terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap 

Pengungkapan Pengendalian 

Internal. 

Adani, Yusrina 

(2013) 

Pengaruh Independensi 

Auditor Internal dan 

Komite Audit terhadap 

Pengungkapan 

Pengendalian Internal 

Independensi Auditor Internal 

dan Komite Audit memiliki 

hubungan dan pengaruh terhadap 

Pengungkapan Pengendalian 

Internal baik masing-masing 

atau secara bersama-sama. 

Data: Diolah oleh penulis (2017) 

 

C. Kerangka Teoritik 

       Setelah terjadi berbagai masalah yang melibatkan berbagai perusahaan raksasa 

dunia dan salah satu KAP besar pada masanya, diterbitkanlah Sarbanes Oxley Acts 

pada tahun 2002. Penerbitan SOX 2002 dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

yang lebih luas tentang kegiatan perusahaan kepada para pembaca informasi. 
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       Di Indonesia sendiri, diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar 

Modal, KEP-431/BL/2012 No.X.K.6 yang merupakan pembaruan peraturan 

sebelumnya. Pembaruan tersebut berisi tambahan tentang pengungkapan 

implementasi lingkungan Corporate Governance sehingga diharapkan dapat 

mencerminkan keadaan yang paling nyata dari perusahaan. 

Sebagai perusahaan yang melantai di bursa saham, salah satu kewajiban utama 

manajemen kepada investor adalah melaporkan keadaan perusahaan. Saat ini, bukan 

hanya keadaan keuangan perusahaan yang menjadi pertimbangan investor 

menyimpan dana mereka, tetapi juga keadaan lingkungan pengendalian internalnya. 

Hal ini dikarenakan lingkungan pengendalian internal mampu memberikan gambaran 

tentang tidak hanya keadaan masa kini perusahaan, namun juga keadaan masa depan 

dan kontrol perusahaan terhadap kinerjanya. Ketiadaan pengungkapan pengendalian 

internal ini kemudian akan menyebabkan penerima informasi tidak dapat menerima 

seluruh hal yang relevan terkait dengan kegiatan perusahaan. Padahal, informasi 

adalah faktor yang sangat memengaruhi berbagai pengambilan keputusan. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi 

pengungkapan pengendalian internal. Pengungkapan pengendalian internal adalah 

pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kondisi pengendalian internal 

perusahaan.Terdapat tiga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Kualitas 

Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor. 
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1. Hubungan antara Kualitas Komite Audit dengan Pengungkapan Pengendalian 

Internal 

Perusahaan dengan komite audit yang lebih berkualitas akan memiliki tingkat 

pengungkapan pengendalian internal yang lebih baik, hal ini dikarenakan komite 

audit secara langsung membawahi lingkungan pengendalian internal. Kualitas komite 

audit diukur dengan banyaknya jumlah mereka yang memiliki latar belakang 

keuangan atau akuntansi. Sehingga, semakin banyak anggota komite audit yang 

berlatar belakang akuntansi atau keuangan, maka  mereka akan makin mampu 

melakukan kontrol serta meningkatkan tingkat pengungkapan pengendalian internal. 

2. Hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan Pengungkapan Pengendalian 

Internal 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan atas saham selain dari kepemilikan 

individu atau manajerial. Keberadaan pemilik institusional menjadi penting karena 

mereka dinilai dapat mengurangi agency conflict yang mungkin terjadi. Walaupun 

dalam mekanisme terdapat dua kepemilikan, yaitu kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional, namun kepemilikan institusional dinilai memiliki agency 

cost yang lebih besar sehingga akan lebih memengaruhi pengungkapan pengendalian 

internal perusahaan. 

3. Hubungan antara Independensi Auditor dengan Pengungkapan Pengendalian Internal 

Independensi auditor adalah keadaan tidak memihak auditor pada suatu kepentingan. 

Auditor internal dikatakan independen apabila mereka dapat melaksanakan 

pekerjaannya secara bebas serta objektif. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat 
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Independensi Auditor 
(X3) 

 

independensi auditor maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan 

pengendalian internalnya, karena independensi seorang auditor tercermin disana. 

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka Konseptual 

 

D. Perumusan Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka teoretik dan hasil dari penelitia-penelitian sebelumnya, 

maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

        Latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit didasarkan 

pada peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Kep-29/PM/2004 yang menyatakan 

bahwa persyaratan keanggotaan komite audit salah satunya adalah memiliki 

kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/2006 

menyatakan bahwa sekurang-kurangnya satu orang anggota komite audit memiliki 

keahlian akuntansi atau keuangan. Latar belakang pendidikan akuntansi atau 

Kualitas Komite Audit 
(X1) 

Kepemilikan Institusional 
(X2) 

 

Pengungkapan 
Pengendalian Internal 

(Y) 
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keuangan komite audit dapat menunjukkan kompetensi dalam melaksanakan 

fungsinya.  

        Penelitian Y.Zhang et al (2007) menemukan hubungan antara kualitas komite 

audit dengan pengungkapan informasi pengendalian internal. Hasil ini didukung oleh 

penelitian Michelon (2010) yang menemukan hubungan antara kemampuan keuangan 

komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal. Sementara itu, penelitian 

yang dilakukan oleh Femiarti dan Dewayanto (2012)  menemukan tidak ada 

hubungan antara latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan komite audit 

dengan pengungkapan informasi. 

H1: Kualitas Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian 

Internal 

 Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor institusi 

selain kepemilikan individu dan kepemilikan manajerial (Ujiyanto dan Pramuka, 

2007). Sementara itu, Koh (2003) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

adalah kepemilikan saham oleh institusi keuangan. Para pemegang saham 

institusional akan berusaha untuk memperbaiki fungsi pengawasan terhadap perilaku 

manajemen dalam upaya meminimalisir masalah agensi yang mungkin timbul 

(Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga dengan kepemilikan institusional pengawasan 

yang dilakukan akan semakin efektif dan hal tersebut berpengaruh pada luas 

pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen. Hal tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian Bogdan et al. (2005), Bronson et al (2006), Rouf dan Al-

Harun (2011) dan Indriana, Widowati, dan Yulimar (2010) mendapatkan hasil adanya 
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pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap pengungkapan informasi. 

Sementara itu, penelitian Primastuti dan Achmad (2012), Khomsiyah (2005), dan 

Zulfikar, Rosiana, dan Nariah (2015) memeroleh hasil yang berbeda yaitu 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi. 

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Pengungkapan 

Pengendalian Internal 

       Independensi auditor dapat memberikan pengaruh pada pengungkapan 

pengendalian internal perusahaan. Audit internal harus memiliki sikap mental yang 

objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan 

kepentingan. Dalam proses pengungkapan pengendalian internal, independensi 

auditor internal dibutuhkan agar pengungkapan dipublikasikan menggambarkan 

keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga informasi yang dihasilkan ke 

pengguna laporan adalah benar adanya. 

      Independensi auditor yang diteliti oleh Yan Zhang et al (2007) terhadap 

pengungkapan kelemahan pengendalian internal memberikan hasil yang signifikan 

diantara keduanya. Penelitian yang memberikan hasil yang sama dilakukan oleh 

Dominsoru (2009). Penelitian selanjutnya yang mengangkat independensi auditor 

dilakukan oleh Adani (2013) dan Sukiswo (2015) yang meneliti tentang pengaruh 

independensi auditor internal terhadap pengungkapan pengendalian internal dan 

menemukan bukti bahwa terdapat  pengaruh positif yang signifikan diantara 

keduanya. 
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H3: Independensi auditor berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian 

Internal 
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BAB III 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian yang 

akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara: 

1. Variabel Kualitas Komite Audit, diukur dengan presentase keberadaan 

anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi 

(ACCT_ACFE), yang berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian 

internal. 

2. Variabel Kepemilikan Institusional (IO), diukur dengan presentase 

kepemilikan saham institusional, yang berpengaruh terhadap pengungkapan 

pengendalian internal. 

3. Variabel Independensi Auditor (AI), diukur dengan jumlah auditor internal, 

yang berpengaruh terhadap pengungkapan pengendalian internal. 

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

       Objek atau sasaran dari penelitian “Pengaruh Kualitas Komite Audit, 

Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor Terhadap Pengungkapan 

Pengendalian Internal” adalah data sekunder berupa annual report perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 – 2015. 
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      Adapun ruang lingkup penelitian meliputi pembatasan variabel Kualitas Komite 

Audit yang diukur dengan presentase keberadaan komite yang memiliki latar 

belakang keuangan atau akuntansi, kepemilikan institusional yang diukur dengan 

presentase kepemilikan institusional, dan independensi Auditor diukur dengan jumlah 

anggota audit internal. 

C. Metode Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh tidak ke sumber data secara langsung, berupa annual report perusahaan 

manufaktur dari tahun 2014-2015 terdaftar di BEI yang didapatkan dari situs resmi 

BEI di http://www.idx.co.id maupun situs resmi masing-masing perusahaan. 

D. Populasi dan Sampel 

       Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk 

dipelajari dan diambil kesimpulan (Supriyadi, 2014: 17). Populasi dari penelitian ini 

adalah seluruh data keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI sejak 2014-2015. 

       Sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi 

sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan 

pada populasi (Supriyadi, 2014:17). Penulis menggunakan teknik purposive sampling 

dalam penelitian ini. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Supriyadi, 2014:22).  

 

 

http://www.idx.co.id/
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       Adapun kriteria sampel yang akan digunakan adalah: 

1. Perusahaan dengan kategori non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 

2014 sampai dengan 2015 

2. Perusahaan tidak mengalami delisting dari BEI selama periode penelitian 

3. Perusahaan menerbitkan Annual Report dan laporan keuangan secara 

lengkap selama periode 2014-2015 

4. Perusahaan mengungkapkan data jumlah dan profil komite audit 

5. Perusahaan menyediakan data presentase kepemilikan saham 

6. Perusahaan mengungkapkan jumlah auditor internalnya 

7. Perusahaan mengungkapkan seluruh atau sebagian indikator pengendalian 

internal 

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

       Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen 

(Pengungkapan Pengendalian Internal) dengan variabel independen (Kualitas Komite 

Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor) dalam penelitian ini 

adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih karena untuk menjawab 

permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan angka sebagai indikator 

variabel penelitian. 

1. Variabel Dependen 

       Penelitian ini menggunakan Pengungkapan Pengendalian Internal 

sebagai variabel dependen atau variabel Y. 
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a. Definisi Konseptual 

      Pengungkapan pengendalian internal adalah pengungkapan 

informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian internal 

perusahaan yang dipublikasikan pada laporan tahunan perusahaan. 

b. Definisi Operasional 

        Variabel dependen pada penelitian ini diukur dengan menggunakan 

Internal Control Disclosure Index (ICDI). ICDI ditentukan dengan 

melakukan pengamatan keberadaan suatu kriteria informasi yang 

ditentukan dalam laporan tahunan perusahaan. Apabila kriteria informasi 

yang ditentukan ada dalam laporan tahunan perusahaan, maka akan 

diberi skor 1 (satu) pada kriteria tersebut. Apabila kriteria informasi 

yang ditentukan tidak terdapat dalam laporan tahunan perusahaan, maka 

akan diberi skor 0 (nol). Seluruh kriteria kemudian akan dijumlahkan 

untuk mengetahui skor perusahaan. 

       Pemilihan kriteria atas informasi pengendalian internal yang perlu 

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan ditentukan oleh 

peraturn Kepala Bapepam No.X/K.6/2012 tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. 

Kriteria informasi pengendalian internal yang perlu diungkapkan dalam 

laporan tahunan perusahaan antara lain: 

1) Komite Audit, mencakup didalamnya: 

a) Nama 
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b) Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum 

penunjukan 

c) Riwayat pendidikan 

d) Periode jabatan anggota komite audit 

e) Pengungkapan independensi komite audit 

f) Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya 

g) Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 

2) Uraian mengenai unit audit internal 

h) Nama 

i) Riwayat jabatan 

j) Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal 

k) Struktur dan kedudukan unit audit internal 

l) Tugas dan tanggung jawab unit audit internal 

m) Uraian singkat pelaksanaan tugas audit internal 

3) Uraian mengenai Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan 

n) Pengendalian keuangan dan operasional 

o) Review atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal 

4) Sistem Manajemen Resiko, mencakup didalamnya: 

p) Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko 

perusahaan 

q) Jenis resiko dan cara mengelolanya 

r) Review atas efektivitas sistem manajemen risiko 

perusahaan. 

       Kriteria sebanyak 18 poin diatas diasumsikan dapat mewakili 

keseluruhan iformasi yang dibutuhkan oleh shareholder untuk dapat 

menggambarkan pelaksanaan pengungkapan informasi 

pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya, 

kriteria-kriteria tersebut akan menemtukan skor perusahaan yang 

akan diukur dengan rumus berikut, yang telah diolah dari Paramitha 

(2012). 

      
    

  
 

      = Internal Control Disclosure Index perusahaan j 
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   = Jumlah item yang harus diungkapkan perusahaan 

    = Dummy variabel; 1 (jika item I diungkapkan); 0 (jika item i 

tidak diungkapkan) 

       Dengan demikian maka 0 ≤ ICDIj ≤ 1. 

2. Variabel Independen 

       Dalam penelitian ini, variabel independen yang diteliti adalah Kualitas 

Komite Audit (X1), Kepemilikan Institusional (X2), dan Independensi 

Auditor (X3). 

2.1 Kualitas Komite Audit 

1) Definisi Konseptual 

       Keputusan Bapepam No.29/PM/2004 menyatakan bahwa 

komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan 

tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Pembentukan tersebut 

berkaitan dengan review sistem pengendalian internal perusahaan, 

memastikan bahwa kualitas pengungkapan informasi serta 

meningkatkan fungsi audit. Peraturan Bank Indonesia No. 

8/14/2006 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya satu orang 

komite audit memiliki keahlian pendidikan akuntansi. 
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2) Definisi Oprasional 

       Kualitas komite audit dalam penelitian ini diukur dengan 

persentase anggota audit yang memiliki latar belakang keahlian 

akuntansi dan/atau keuangan (Zhang et al, 2007) 

ACCT_ACFE=

                                       
                           

                            
 

2.2 Kepemilikan Institusional 

1) Definisi Konseptual 

       Kepemilikan konstitusional merupakan kepemilikan saham 

oleh investor institusi selain kepemilikan individu dan 

kepemilikan manajerial yang berperan penting dalam 

meminimalisir agency conflict yang terjadi antara pemegang 

saham dan manajemen. Investor institusional dianggap mampu 

menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam keputusan-

keputusan yang diambil oleh manajemen. 

2) Definisi Operasional 

       Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan institusional 

diukur dengan presentase kepemilikan dengan rumusan jumlah 

saham yang dimiliki oleh institusional dibagi jumlah saham yang 

diterbitkan (Haruman, 2007) 

IO = 
                                             

                             
x100% 
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2.3 Independensi Auditor 

1) Definisi Konseptual 

        Independensi auditor adalah sikap ketidakberpihakan auditor 

terhadap suatu kepentingan tertentu. Informasi yang digunakan 

untuk mengambil keputusan harus tidak bias sehingga 

independensi merupakan tujuan yang harus selalu diupayakan 

(Rahayu, Siti Kurnia dan Suhayati, Ely, 2010) 

2) Definisi Operasional 

       Dalam penelitian ini, independensi audior diukur dengan 

jumlah auditor internal dalam perusahaan (IA) (Siswanto, 2015). 

AI = Jumlah anggota audit internal perusahaan 

F. Teknis Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

       Statistik deskriptif berhubungan langsung dengan pengumpulan data dan ukuran-

ukuran pemusatan data dan penyajian hasil ukuran pemusatan data tersebut. Menurut 

Sugiyono (2012) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Ukuran pemusatan data yang akan digunakan oleh penelitian 

ini adalah nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. 
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Aplikasi pendukung yang akan digunakan untuk mengolah data adalah aplikasi SPSS 

versi 24. 

2. Uji Asumsi Klasik 

        Pengujian dengan Uji Asumsi Klasik bertujuan untuk memastikan bahwa model 

regresi yang digunakan adalah model regresi yang baik sehingga tidak terjadi bias 

dalam penelitian (Ghozali, 2001). Beberapa pengujian harus dilakukan terlebih 

dahulu untuk menguji apakah model yang digunakan tersebut mewakili atau 

mendekati kenyataan yang ada. Untuk menguji kelayakan model regresi, maka harus 

terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik. Uji Asumsi Klasik yang akan dilakukan 

pada penelitian ini adalah: 

a. Uji Normalitas 

       Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel 

terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah variabel tersebut 

berdistribusi normal atau tidak (Sunyoto, 2011). Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang memiliki distribusi data normal. Penelitian ini 

menggunakan uji one sample Kolmogorov-Smirnov untuk menguji 

kenormalan data. Data akan dinyatakan berdistribusi secara normal apabila 

nilai probabilitas hasil uji berada dibawah 0.05. 

b. Uji Multikolonieritas 

       Uji asumsi klasik ini diterapkan untuk mengukur tingkat asosiasi 

(keeratan) hubungan antar variabel bebas (Sunyoto, 2011). Asumsi yang 

dibutuhkan adalah tidak ada hubungan atau korelasi antara variabel 
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independen dalam model regresi. Cara umum untuk mendeteksi adanya 

multikolieriti adalah dengan mengamati nilai tolerance dan VIF pada hasil 

pengujian model. Model akan dinyatakan bebad dari multikoleniaritas 

apabila memiliki nilai tolerance diatas 0.1 dan nilai VIF dibawah 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

       Uji asumsi klasik berikutnya yang dilakukan adalah uji 

heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesamaan dari 

varians residual observasi yang satu dengan observasi yang lain (Sunyoto, 

2011). Jika varians pada residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka data disimpulkan tidak terbebas dari heteroskedastisitas. 

Penelitian ini menggunakan uji Park dalam menguji tingkat 

homogenitasnya. Hasil uji yang diharapkan adalah nilai signifikansi masing-

masing variabel independen yang diuji berada diatas 0.05. 

d. Uji Autokorelasi 

       Penelitian ini menguji tingkat autokolerasi model untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Persamaan 

regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi 

(Sunyoto, 2011). Penelitian ini menguji tingkat korelasi model regresi 

dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan ada 

tidaknya korelasi dilakukan dengan mengamati nilai d terhadap nilai dU dan  
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nilai dL. Kesimpulan yang dapat diambil antara lain: 

1) Tidak ada autokorelasi : dU < d < 4-dU 

2) Ada autokorelasi positif : dU > d 

3) Ada autokorelasi negatif : d > 4-dL 

4) Tidak ada kesimpulan : 4-dU < d < 4-dL 

3. Regresi Linear Berganda 

      Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda 

(multiple regression) dengan pertimbangan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai 

model prediksi terhadap variabel dependen, yaitu Pengungkapan Pengendalian 

Internal dengan berbagai variabel independen, yaitu Kualitas Komite Audit, 

Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor. Uji hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 24.  

              Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis dirumuskan sebagai 

berikut: 

                                      (1) 

Keterangan:      ICDI             = Pengungkapan Pengendalian Internal 

              = Arah koefisien regresi 

ACCT_ACFE = Kualitas Komite Audit 

IO   = Kepemilikan Institusional 

AI   = Independensi Auditor 

    = Residual Error 



64 
 

 

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

       Berdasarkan tujuan penelitian, maka rancangan uji hipotesis yang dibuat 

merupakan rancangan uji hipotesis yang pada penelitian ini disajikan berdasarkan 

tujuan penilaian yaitu uji hipotesis t untuk menilai pengaruh variabel indipendin 

secara terpisah. 

       Dalam Kuncoro (2003), Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh 

masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara 

individual dalam mengikat variabel dependennya. Tingkat kepercayaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 95% dengan ketidakakuratan sebesar 5% = 

0,05. 

Sehingga berdasarkan Ghozali (2002): 

a) Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak 

b) Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak dan dapat menerima HA. 

5. Uji Statistik F (Uji F) 

       Uji Statistik F dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi yang diestimasi. 

Layak yang dimaksud adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Model 

regresi dinyatakan layak untuk dilakukan pengujian berikutnya apabila nilai 

probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan yang telah ditentukan. 

Penelitian ini menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0.05 sehingga model dikatakan 

layak apabila nilai probabilitas F hitung tidak lebih dari 0.05. 
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6. Uji Koefisien Determinasi (  ) 

       Koefisien Determinasi (  ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2006). 

Koefisien Determinasi (  ) yang terdapat dalam analisis harus lebih dari 0, sehingga 

terbukti bahwa variabel independen memengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi terletak pada interval 0 <    < 1. Apabila nilai   mendekati 0, maka 

vriabel independen memiliki pengaruh yang lemah terhadap variabel dependen. 

Sedangkan apabila nilai    mendekati 1 berarti variabel independen berpengaruh 

kuat terhadap variabel dependen. 

       Bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model 

adalah salah satu kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi. 

Setiap tambahan satu variabel independen, maka nilai    akan meningkat walaupun 

variabel tersebut belum tentu berpengaruh secara signifikat terhadap variabel 

dependen. Maka, para peneliti menyarankan unutk menggunakan nilai adjusted    

saat melakukan evaluasi mana model regresi terbaik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Hasil Pemilihan Sampel 

       Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari laporan tahunan serta laporan 

keuangan yang berasal dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun website 

masing-masing perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2015. Perusahaan 

manufaktur dipilih karena tingkat Pengungkapan Pengendalian Internalnya masih 

lemah dibandingkan sektor lain. 

       Kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel adalah: 

a. Perusahaan dengan kategori non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 

2014 sampai dengan 2015 

b. Perusahaan tidak mengalami delisting dari BEI selama periode penelitian 

c. Perusahaan menerbitkan Annual Report dan laporan keuangan secara 

lengkap selama periode 2014-2015 

d. Perusahaan mengungkapkan data jumlah dan profil komite audit 

e. Perusahaan menyediakan data presentase kepemilikan saham 

f. Perusahaan mengungkapkan jumlah auditor internalnya 

66 
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g. Perusahaan mengungkapkan seluruh atau sebagian indikator pengendalian 

internal 

       Berdasarkan kriteria diatas, peneliti mendapatkan jumlah sampel sebanyak 64 

perusahaan dengan periode penelitian 2014-2015, sehingga jumlah sampel yang 

diteliti menjadi 64. Rincian pengambilan sampel tertera pada tebel IV.I. 

Tabel IV.1 

Hasil Pemilihan Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2014-2015 
143 

2 Perusahaan yang delisting dari BEI 2014-2015 (2) 

3 

Perusahaan tidak menerbitkan Annual Report 

dan laporan keuangan secara lengkap selama 

periode 2014-2015 

(1) 

4 
Perusahaan tidak mengungkapkan data jumlah 

dan profil komite audit 
(1) 

5 
Perusahaan tidak mengungkapkan data 

presentase kepemilikan saham 
(2) 

6 
Perusahaan tidak mengungkapkan data jumlah 

auditor internal 
(105) 

7. 
Perusahaan tidak mengungkapkan seluruh 

indikator pengendalian internal 
(0) 

 Jumlah perusahaan yang dapat dianalisis 32 

 Total sampel (34 perusahaan x 2 tahun) 64 

Sumber: data diolah oleh Penulis (2017) 
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B. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Statistik Deskriptif  

       Pengukuran analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap variabel Keahlian 

Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor sebagai variabel 

independen dan Pengungkapan Pengendalian Internal sebagai variabel dependen. 

Pengukuran dilakukan dengan bantuan program Statistical Package for the Sosial 

Science (SPSS) versi 24. Uji statistik deskriptif yang dilakukan sebelum melakukan 

uji regresi berganda bertujuan untuk merangkum informasi yang tersedia sehingga 

akan lebih mudah untuk dipahami. Informasi yang ditampilkan dalam analisis 

deskriptif antara lain adalah nilai rata-rata (mean), nilai terbesar (maximum), nilai 

terkecil (minimum), serta standar deviasi. Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini 

ditampilkan pada table IV.2. 

Tabel IV.2 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 

       Berdasarkan hasil pengujian yang tertera pada Tabel IV.2, dapat dilihat nilai rata-

rata, nilai tertinggi, nilai terendah, serta standar deviasi dari tiap-tiap variabel 
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dependen dan independen. Analisis statistik deskriptif seluruh periode pengamatan 

penelitian dengan masing-masing variabel dijelaskan sebagai berilkut: 

Variabel Dependen 

1.1 Pengungkapan Pengendalian Internal (ICDI) 

       Pengungkapan Pengendalian Internal diukur dengan menggunakan indeks 

yang mengacu pada peraturan Kepala Bapepam No.X/K.6/2012 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan 

Publik. Setiap perusahaan diberikan nilai atas setiap pengungkapan pada item-

item yang telah ditentukan terkait seberapa luas pengungkapan yang dilakukan 

terhadap pengendalian internal perusahaan. Indeks ini memberikan gambaran 

terkait tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan. Semakin tinggi 

nilai indeks yang diperoleh perusahaan, maka semakin baik tingkat 

pengendalian internalnya.  

       Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang tertera pada tabel IV.2, 

dapat dilihat bahwa nilai rata-rata Pengungkapan Pengendalian Internal sebesar 

0,7735 atau sebesar 77,35%. Hasil uji tersebut mengindikasikan bahwa 

Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan sampel termasuk dalam 

kategori baik karena nilai Pengungkapan Pengendalian Internal berada diatas 

50%. Nilai tertinggi sebesar 1,00 atau 100% Pengungkapan Pengendalian 

Internal dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk selama dua tahun periode berturut-

turut. Nilai 1,00 mencerminkan bahwa perusahaan mengungkapkan seluruh 
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item yang digunakan sebagai pengukur pada penelitian ini. Sedangkan  PT 

Kalbe Farma Tbk, Astra Inernasional dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

memperoleh nilai tertinggi hanya pada tahun 2014. Nilai terendah untuk 

Pengungkapan Pengendalian Internal diperoleh sebesar 0,39 atau 39% oleh  PT 

Malindo Feedmill Tbk pada tahun 2014. Poin 39% menunjukkan bahwa PT 

Malindo Feedmill Tbk hanya mengungkapkan 7 dari 18 poin yang harus 

diungkapkan pada Annual Report 2014. 

Variabel Independen 

1.2 Keahlian Komite Audit (ACCT_ACFE) 

       Variabel keahlian komite audit yang diukur dengan membagi total komite 

audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan dengan seluruh anggota 

komite audit perusahaan adalah variabel independen pertama dalam penelitian 

ini. Pada tabel IV.2 diperoleh bahwa nilai tertinggi untuk ACCT_ACFE pada 

penelitian ini adalah 1,00. Hal ini berarti seluruh anggota komite audit pada 

perusahaan dengan nilai ACCT_ACFE tertinggi memiliki keahlian baik di 

bidang akuntansi maupun keuangan. Perusahaan sampel yang memiliki nilai 

ACCT_ACFE 1,00 selama periode 2014-2015 secara berturut-turut antara lain 

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, PT Unilever Indonesia 

Tbk, dan PT Pyridam Farma Tbk. sedangkan nilai minimum dari ACCT_ACFE 

adalah 0,25 atau 25%. Hal ini berarti, perusahaan sampel dengan nilai 

ACCT_ACFE terendah hanya memiliki 25% anggota komite audit perusahaan 
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dengan keahlian akuntansi atau keuangan dari seluruh anggota komite audit. 

Perusahaan sampel dengan nilai ACCT_ACFE terendah adalah PT Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk pada tahun 2014 dengan hanya terdapat satu orang komite 

audit dengan keahlian dari empat orang anggota komite audit perusahaan. 

       Nilai rata-rata ACCT_ACFE pada penelitian ini adalah sebesar 0.7846 atau 

78,46%. Nilai ini berarti sebanyak lebih dari 50% perusahaan sampel memiliki 

komite audit dengan keahlian akuntansi maupun keuangan.  

1.3 Kepemilikan Institusional (IO) 

       Variabel independen berikutnya adalah Kepemilikan Institusional yang 

didapatkan dari hasil bagi jumlah kepemilikan saham institusional dengan 

jumlah seluruh saham biasa. Rasio ini dapat menunjukkan proporsi kepemilikan 

pihak institusional pada perusahaan. Nilai tertinggi dai IO pada penelitian ini 

adalah 0.96 atau 96%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang dijadikan 

sampel pada penelitian ini memiliki pendanaan modal sebesar 96% keseluruhan 

permodalannya dari pihak institusional. Perusahaan dengan nilai IO tertinggi 

adalah PT Chandra Asri Petrokimia Indonesia dengan total modal institusinal 

sebesar Rp 3.146.895.311 selama periode penelitian, yaitu 2014 dan 2015. 

Sedangkan nilai IO terendah sebesar 0.33 atau 33% . Nilai ini menjelaskan 

bahwa pihak institusional hanya memiliki persentase modal saham sebesar 33% 

atau sebesar  Rp 294.524.876 dari keseluruhan jumlah modal saham perushaan. 
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       Nilai rata-rata IO pada peeliatian ini adalah 0.6747 atau 67,47% sehingga 

menggambarkan keadaan perusahaan sample penelitian dimana sebagian besar 

pendanaan modal saham perusahaan diberikan oleh pihak institusional.  

1.4 Independensi Auditor (AI) 

       Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah AI. AI diukur 

dengan jumlah anggota audit internal perusahan sampel. Nilai rata-rata AI pada 

penelitian ini adalah 13,21 atau dapat disimpulkan sebanyak 14 orang. Nilai 

tertinggi untuk AI adalah 63 yang artinya perusahaan yang mendapatkan nilai 

AI tertinggi memiliki anggota audit internal sebanyak 63 orang. Perusahaan 

dengan jumlah anggota audit internal terbanyak adalah PT Semen Indonesia 

(Persero) Tbk pada 2014 dan 2015 serta Astra Internasional pada 2014. 

Sedangkan nilai terendah untuk variabel AI adalah 2. Nilai terendah AI ini 

menggambarkan perusahaan sampel dengan jumlah anggota audit internal 

sebanyak 2 orang. Terdapat beberapa perusahaan yang memiliki anggota komite 

audit sebanyak 2 orang, antara lain PT Pyridam Farma Tbk, PT Nipress Tbk dan 

PT Argha Karya Prima Industry Tbk sepanjang periode penelitian. 

2. Uji Asumsi Klasik 

       Dalam penelitian ini, digunakan uji regresi linear berganda untuk mengetahui 

apakan variabel-variabel bebas (Keahlian Komite Audit, Kepemilikan Institusional, 

dan Independensi Auditor) memengaruhi variabel terikat (Pengungkapan Pegendalian 

Internal). Agar persamaan regresi tersebut layak digunakan atau diaplikasikan, maka 

terdapat beberapa uji yang harus dipenuhi antara lain terdistribusi secara normal, 
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bebas dari multikoleniaritas dan heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi. 

Berikut adalah penjelasan  dari masing-masing hasil pengujian: 

2.1 Uji Normalitas 

     Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel independen dan 

variabel dependen keduanya berdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian 

normalitas pada penelitian ini menggunakan uji one sample Kolmogorov-

Smirnov test dengan mengamati nilai probabilitas signifikan terhadap variabel. 

Apabila probabilitas hasil uji benilai lebih dari 0.05 maka data dapat 

disimpulkan berdistribusi secara normal. Namun, apabila hasil uji bernilai 

kurang dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara 

normal. Hasil uji normalitas pada penelitian ini ditampilkan pada tabel IV.3. 

Tabel IV.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 
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       Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditampilkan pada tabel IV.3, terlihat 

nilai probabilitas sebesar 0.200. Berdasarkan pedoman pengambilan keputusan, 

nilai probabilitas sebesar 0.200 > 0.05 sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa data berdistribusi secara normal. 

2.2 Uji Multikolonieritas 

       Uji multikoleniaritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian 

multikolonieritas pada penelitian ini menggunakan pengamatan terhadap nilai 

tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Faktors). Apabila nilai tolerance 

lebih besar dari 0.1 maka dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi 

terbebas dari multikolonieritas. Sebaliknya, apabila nilai tolerance lebih kecil 

dari 0.1 maka kesimpulan yang dapat diambil adalah model regresi terkena 

multikolonieritas atau terdapat korelasi antar variabel model. Selain itu, jika 

nilai VIF lebih kecil dai 10 maka model regresi dapat dinyatakan bebsa dari 

multikolonieritas. Namun, apabila nilai VIF melebihi 10, maka model regresi 

dapat disimpulkan terkena multikoleniaritas. Hasil uji multikolonieritas pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.4. 
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Tabel IV.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 

       Berdasarkan tabel IV.4,  dapat dilihat bahwa nilai tolerance masing-masing 

variabel lebih besar dari 0.1 dan nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil 

dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini terbebas 

dari multikolonieritas. 

2.3 Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

uji Park. Model dikatakan tidak terkena heteroskedastisitas apabila nilai 

signifikansi lebih besar dari 0.05. hasil pengujian heteroskedastisitas penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel IV.5.  
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Tabel IV.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 

        Hasil pengujian heteroskedastisitas yang ditampilkan pada tabel IV.5 

menunjukkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 

0.05. sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model dalam penelitian ini 

bebas dari heteroskedastisitas. 

2.4 Uji Autokorelasi 

        Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (periode sebelumnya). Penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson untuk menguji ada atau tidak autokorelasi. 

Penentuan autokorelasi diamati dari nilai d. Nilai d yang terletak antara dU dan 

4-dU disimpulkan bahwa pada model tidak terdapat autokorelasi. Nilai d lebih 

kecil dari dL atau lebih besar dari 4-dU menyimpulkan bahwa pada model 
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terdapat autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel IV.6. 

Tabel IV.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 

       Hasil pengujian autokorelasi yang pada tabel IV.6 menampilkan nilai 

Durbin-Watson sebesar 1.958. Dalam penelitian ini, diketahui nilai dU dan 4-

dU adalah sebesar 1.6946 dan 2.3054, sehingga dU < d < 4-dU atau 1.6946 < 

1.958 < 2.3054, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami 

autokorelasi. 
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3. Regresi Linear Berganda 

              Hasil regresi dari penelitian ini adalah: 

Tabel IV.7 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 

       Berdasarkan hasil regresi diatas, persamaan regresi linier berganda yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

ICDI   = Pengungkapan Pengendalian Internal 

ACCT_ACFE = Keahlian Komite Audit 

IO   = Kepemilikan Intitusional 

AI   = Independensi Auditor 

ε   = Error 

 

        ICDI = 0.575 + 0.003 ACCT_ACFE + 0.191 IO + 0.005 AI  + ε 
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       Dari persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat diberikan penjelasan 

sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta (α) adalah 0.575 yang berarti bahwa seluruh variabel bebas 

didalam penelitian, yaitu keahlian komite audit (ACCT_ACFE), Kepemilikan 

Institusional (IO), dan Independensi Auditor (AI) dianggap konstan atau tetap, 

maka nilai variabel terikat, Pengungkapan Pengendalian Internal, bernilai 0.575 

2) Koefisien keahlian komite audit (ACCT_ACFE) sebesar 0.003 berarti 

apabila keahlian komite audit naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas 

lain bernilai tetap, maka Pengungkapan Pengendalian Internal akan meningkat 

sebesar 0.003. koefisien keahlian komite audit yang bernilai positif 

mengindikasikan hubungan positif antara keahlian komite audit dan 

Pengungkapan Pengendalian Internal. 

3) Koefisien Kepemilikan Institusional (IO) sebesar 0.191 berarti apabila 

keahlian komite audit naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lain 

bernilai tetap, maka Pengungkapan Pengendalian Internal akan meningkat 

sebesar 0.191. Koefisien Kepemilikan Institusional yang bernilai positif 

menandakan terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusinal dan 

Pengungkapan Pengendalian Internal. 

4) Koefisien Independensi Auditor (AI) sebesar 0.005 berarti apabila 

Independensi Auditor naik satu satuan dengan asumsi variabel bebas lain 

bernilai tetap, maka Pengungkapan Pengendalian Internal akan meningkat 

sebesar 0.005. Koefisien Independensi Auditor yang bernilai positif 
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mengindikasikan hubungan positif antara Independensi Auditor dan 

Pengungkapan Pengendalian Internal. 

4. Uji Statistik t 

       Pengujian signifikansi parameter individual (Uji Statistik t) dilakukan untuk 

melihat pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependen dengan asumsi variabel independen lain nilainya konstan. Pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat melalui nilai probability. 

Apabila nilai probability  ≤ 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Namun, jika nilai 

probability > 0.05, maka variabel bebas tidk berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

       Selain nilai probability, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

dapat dilihat melalui nilai t. pengujian ini dilakukan dengan membandingkan 

nilai thitung dan ttabel. apabila nilai thitung > ttabel, dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel bebas memengaruhi variabel terikat secara signifikan. Sebaliknya, jika 

nilai thitung < ttabel, maka variabel bebas dapat dinyatakan tidak memengaruhi 

variabel terikat secara signifikan. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat 

memalui tabel IV.8. 

 

 



81 
 

 

 Tabel IV.8 

Hasil Uji Statistik t 

 

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh penulis (2017) 

       Penjelasan pengujian atas masing-masing variabel dipaparkan pada penjelasan 

berikut: 

4.1 Pengaruh Kualitas Komite Audit terhadap Pengungkapan 

Pengendalian Internal 

       Hipotesis perama pada penelitian ini adalah H1 : Kualitas Komite Audit 

(X1) berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal (Y). 

Berdasarkan hasil uji t yang ditampilkan pada tabel IV.8, Kualitas Komite 

Audit memiliki thitung sebesar 0.044 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.965. hasil pengujian ini menunjukkan nilai thitung lebih kecil dibandingkan 

ttabel (0.044 < 2.00030) dengan tingkat signifikansi 0.965 > 0.05 sehingga 

dapat dinyatakan bahwa H1 ditolak atau dengan kata lain Kualitas Komite 

Audit tidak memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal. 
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4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan 

Pengendalian Internal 

       Hipotesis kedua penelitian ini adalah H2 : Kepemilikan Institusional 

(X2) berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal (Y). Hasil 

uji t pada penelitian ini menunjukkan nilai thitung Kepemilikan Institusional 

sebesar 1.605 dan tingkat signifikansi sebesar 0.114. hasil pengujian 

menunjukkan bahwa thitung bernilai lebih kecil daripada ttabel (1.605 < 

2.00030) dengan tingkat signifikansi 0.114 > 0.05. Dengan demikian, maka 

H2 pada penelitian ini ditolak, atau dengan kata lain Kepemilikan 

Institusional berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap 

Pengungkapan Pengendalian Internal. 

4.3 Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pengungkapan Pengendalian 

Internal 

        Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah H3 : Independensi Auditor 

berpengaruh terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal. Pada uji t 

penelitian ini, nilai thitung Independensi Auditor adalah sebesar 3.885 dan 

tingkat signifikansi sebesar 0.000. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa 

thitung bernilai lebih besar daripada ttabel (3.885 > 2.00030) dengan tingkat 

signifikansi 0.000 < 0.05. Dengan demikian, maka H3 pada penelitian ini 

diterima atau dapat dikatakan bahwa Independensi Auditor berpengaruh 

secara signifikan terhadap Pengungkapan Pengendalian Interal. Pengaruh ini 

bersifat positif yang ditunjukkan oleh nilai thitung yang positif. 



83 
 

 

5. Uji Statistik F 

       Uji statistik F dilakukan untuk menguji kelayakan model. Pengujian ini 

mengidentifikasi model regresi yang diestimasi apakah layak untuk digunakan dalam 

menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 

Pengamatan pada uji ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas F hitung dan 

membandingkannya dengan tingkat kesalahan yang sudah ditentukan sebelumnya. 

       Hasil uji statistik F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.9. 

Tabel IV.9 

Hasil Uji Statistik F 

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh Penulis (2017) 

            Uji statistik pada penelitian ini menghasilkan nilai probabilitas F hitung sebesar 

0.004. tingkat kesalahan yang telah ditentukan sebelumnya adalah sebesar 0.05 

sehingga didapatkan hasil bahwa nilai probabilitas F hitung lebih kecil daripada 

tingkat kesalahan atau 0.004 < 0.05. kesimpulan yang diambil dari Uji Statistik F 

adalah model regresi layak untuk digunakan dalam menjelaskan keterkaitan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. 
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6. Uji Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

       Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk menguji kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

diantara nol dan satu. Hasil pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini 

ditampilkan pada tabel IV.10. 

Tabel IV.10 

Hasil Uji Determinasi R
2 

 

Sumber: SPSS 24, data diolah oleh Penulis (2017) 

       Berdasarkan hasil uji determinasi R
2
 yang ditampilkan pada tabel IV.10 

menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0.161. Hal ini berarti bahwa sebanyak 

16.1% Pengungkapan Pengendalian Internal dipengaruhi oleh variabel Kualitas 

Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor, sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel-vatiabel lain diluar penelitian. 
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C. Pembahasan 

1. Pengaruh Kualitas Komite Audit terhadap Pegungkapan Pengendalian 

Internal 

       Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat signifikansi variabel kualitas komite 

audit yang diukur dengan ACCT_ACFE memiliki nilai koefisien dan statistik yang 

positif dan probabilitas berada diatas 0.05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Kualitas 

Komite Audit tidak memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal atau dengan 

kata lain hipotesis pertama ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

Kualitas Komite Audit, maka tidak berarti semakin tinggi pula Pengungkapan 

Pengendalian Internal. Hasil ini disebabkan oleh korelasi atau tingkat signifikansi 

antara Kualitas Komite Audit dan Pengungkapan Pengendalian Internal ini sangat 

lemah dan tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Femiarti dan Dewayanto (2015) yang menemukan bahwa keahlian 

komite audit tidak memengaruhi pengungkapan informasi pengendalian internal. 

Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dewayanto (2015) dan Y.Zhang (2007) yang menemukan bahwa ada hubungan 

antara kualitas komite audit dengan pengungkapan informasi pengendalian internal. 

Salah satu penyebab perbedaan hasil penelitian ini adalah perbedaan item-item 

penelitian yang digunakan. Dewayanto (2015) dan Y.Zhang (2007) menggunakan 

item-item pengendalian yang berasal dari COSO dalam menggambarkan 

pengungkapan pengendalian internal. Hasil ini juga tidak berhasil mendukung teori 
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bahwa semakin tinggi Kualitas Komite Audit maka Pengungkapan Pengendalian 

Internalnya akan semakin luas pula. 

       Data pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Kualitas Komite Audit 

tidak memengaruhi tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal. Contohnya, PT 

Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) memiliki nilai ACCT_ACFE sebesar 0.25 dan 

0.50 dengan nilai ICDI sebesar 0.78 untuk dua tahun pengamatan. Sementara 

Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) memiliki nilai ACCT_ACFE sebesar 1 dan 

0.67 dengan nilai ICDI sebesar 0.83 untuk dua tahun pengamatan. Data tersebut 

menggambarkan bahwa perubahan tingkat Kualitas Komite Audit baik pada PT Tiga 

Pilar Sejahtera Food Tbk dan Chandra Asri Petrochemical Tbk tidak menimbulkan 

perubahan pada tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Komite Audit memengaruhi 

Pengungkapan Pengendalian Internal secara positif namun tidak signifikan. Hal ini 

dapat terjadi karena tanggung jawab komite audit tidak terkonsentrasi pada 

pengendalian internal namun lebih berfokus pada laporan keuangan perusahaan. 

       Melihat hasil pengujian dalam penelitian ini, perubahan tingkat Kualitas Komite 

Audit tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat Pengungkapan Pengendalian 

Internal perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh tanggung jawab atas pengendalian 

internal tidak sepenuhnya diemban oleh komite audit. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam laporan tahunan perusahaan pada bagian tugas dan tanggung jawab komite 

audit. Contoh perusahaan dengan tugas komite audit yang lebih berfokus pada 

laporan keuangan dibandingkan pengendalian internal perusahaan adalah PT Chandra 
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Asri Petrochemical Tbk. Tugas dan wewenang komite audit PT Chandra Asri 

Petrochemical Tbk menunjukkan 5 dari 9 tugas mereka berkaitan dengan laporan 

keuangan, akuntansi, maupun lingkungan keuangan perusahaan lainnya dan 4 sisanya 

berkaitan dengan hal diluar itu. Berdasarkan contoh diatas dapat diambil kesimpulan 

bahwa komite audit pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk lebih berfokus pada 

laporan keuangan maupun keadaan keuangan perusahaan dibandingkan dengan 

pengendalian internal perusahaan. 

       Rasio komite audit dengan kemampuan akuntansi atau keuangan merupakan alat 

analisis yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas komite audit 

perusahaan, yang dalam penelitian ini mencerminkan tingkat yang baik atau dengan 

kata lain anggota komite audit perusahaan diisi oleh orang-orang dengan keahlian 

yang baik. Nilai rasio tersebut ternyata tidak dapat menjadi acuan suatu perusahaan 

meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaannya karena terdapat 

faktor lain yang berasal dari dalam perusahaan. 

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pegungkapan Pengendalian 

Internal 

        Dalam penelitian ini, Kepemilikan Institusional diperoleh dengan cara membagi 

jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dengan seluruh saham biasa yang 

diterbitkan. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi dari variabel 

Kepemilikan Institusional berada diatas 0.05 sehingga dapat dinyatakan bahwa 

Kepemilikan Institusional tidak memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal 

atau dengan kata lain hipotesis kedua ditolak. Hal ini berarti bahwa jika semakin luas 
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presentasi Kepemilikan Institusional, maka tidak berarti bahwa Pengungkapan 

Pengendalian Internal perusahaan semakin luas pula. Hasil penelitian ini mendukung 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar, Rosiana dan Nariah (2015) serta 

bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriana, Widowati, 

dan Yulimar (2010). 

       Data pada penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat Kepemilikan 

Institusional, maka tidak memengaruhi tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal 

perusahaan. Contohnya, PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) yang memiliki 

kepemilikan institusional sebesar 0.9003 atau sebesar 90.03% dari total strukur 

kepemilikan modal selama periode pengamatan memiliki nilai Pengungkapan 

Pengendalian Internal yang tidak sama selama periode pengamatan. Nilai 

pengungkapan pengendalian internal PT Kimia Farma (Persero) Tbk adalah sebesar 

0.7778 atau 77.78% pada tahun 2014 dan 0.8889 atau 88.89% pada tahun 2015. Data 

yang sama juga ditunjukkan oleh PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) yang bergerah di 

sector yang sama dengan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. PT Kalbe Farma Tbk 

memiliki nilai Kepemilikan Institusional sebesar 0.5669 atau sebesar 56,69% dari 

keseluruhan kepemilikan modal. Dengan nilai tersebut, nilai Pengungkapan 

Pengendalian Internal PT Kalbe Farma Tbk pada tahun 2014 adalah sebesar 1 atau 

100% pada tahun 2014 dan 0.9444 atau 94.44% pada tahun 2015. Melalui hal ini 

dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak memengaruhi kepemilikan 

Institusional. 
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       Rasio kepemilikan institusional dalam penelitian ini tidak terbukti memengaruhi 

tingkat pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Sampel penelitian tidak 

menunjukkan banyak perubahan pada tingkat Kepemilikan Institusional sedangkan 

tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan mengalami perubahan. 

Perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi tidak secara 

langsung memiliki tingkat pengungkapan pengendalian internal yang tinggi pula. 

Hasil penelitian yang demikian dapat disebabkan oleh investor institusi yang tidak 

menggunakan haknya dengan optimal dalam mengawasi manajemen (Collet dan 

Deadman, 2010). Pemegang saham institusi dianggap kurang memberikan perhatian 

ataupun terlalu memercayakan manajemen sehingga mengurangi tingkat pengawasan 

terhadap perusahaan tempat sahamnya ditanamkan. Hasil penelitian ini dapat pula 

didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Lukviarman (2004) dalam Zulfikar, et al 

(2015) bahwa struktur kepemilikan di Indonesia masih terfokus di kepemilikan 

keluarga. 

3. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Pegungkapan Pengendalian  

Internal 

       Penelitian ini mengukur independensi auditor dengan jumlah auditor internal 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan nilai probabilitas variabel berada dibawah 

tingkat signifikansi 0.05 sehingga dapat dinyatakan bahwa Independensi Auditor 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Pengendalian 

Internal atau dengan kata lain hipotesis ketiga diterima. Hasil ini menunjukkan 
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bahwa setiap ada peningkatan pada Independensi Auditor, maka peningkatan akan 

terjadi pula pada Pengungkapan Pengendalian Internal.  

       Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adani 

(2013) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara independensi 

auditor dengan pengendalian internal sehingga apabila independensi auditor semakin 

baik, maka pengendalian internal perusahaan akan semakin baik juga. Hasil ini 

mendukung teori bahwa auditor berperan sebagai pihak penilai independen yang 

bertugas untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan 

mengevaluasi kecukupan control perusahaan (Lawrence B.Sawyer (2005: 7) dalam 

Adani (2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin independen 

auditor internal maka akan semakin baik pula Pengungkapan Pengendalian Internal 

perusahaan. 

       Unit Audit Internal atau Sistem Pengendalian Internal terbukti secara langsung 

memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal karena tugas dan tanggung jawab 

yang diemban secara langsung menyentuh ranah pengendalian internal. Sebagai 

contoh, tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal PT Akasha Wira International 

Tbk 6 dari 9 tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal bersentuhan langsung 

dengan ranah pengendalian internal. 

        Data pada penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi Auditor yang 

mengalami perubahan akan merubah tingkat pengungkapan pengendalian internal ke 

arah yang sama. Contohnya, Astra Otoparts Tbk (AUTO) yang memiliki 16 orang 

auditor internal pada tahun 2014 memiliki tingkat Pengungkapan Pengendalian 
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Internal perusahaan sebesar 0.7778 atau 77.78%. Pada tahun berikutnya, saat auditor 

internal perusahaan berjumlah 18 orang, tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal 

perusahaan menigkat menjadi 100%. Sedangkan Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) 

yang pada tahun 2014 memiliki 12 orang anggota audit internal memiliki tingkat 

Pengungkapan Pengendalian Internal sebesar 0.6667 atau 66.67%. Kemudian pada 

tahun berikutnya, tingkat Pengungkapan Pengendalian Internal perusahaan menurun 

menjadi 0.5555 atau 55.56% sejalan dengan berkurangnya jumlah auditor internal 

perusahaan menjadi 11 orang. Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Independensi Auditor berperngaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Pengungkapan Pengendalian Internal. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kualitas Komite Audit, 

Kepemilikan Institusional, dan Independensi Auditor memengaruhi Pengungkapan 

Pengendalian Internal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Periode pengamatan pada penellitian ini adalah 2 tahun, yaitu tahun 2014-

2015. Data pada penelitian ini didapatkan dari Laporan Tahunan dan Laporan 

Keuangan perusahaan sampel yang didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia 

maupun website perusahaan sampel. 

       Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perusahaan serta tujuan 

penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Kualitas Komite Audit (ACCT_ACFE) yang diukur dengan rasio jumlah 

komite audit dengan keahlian keuangan atau akuntansi ditemukan tidak 

memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal. Hal ini dikarenakan 

peran dalam memengaruhi tingkat pengungkapan pengendalian internal tidak 

terbatas hanya pada komite audit saja melainkan didukung oleh beberapa unit 

lain dalam perusahaan seperti Sistem Pengendali Internal maupun Dewan 

Komisaris. 
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2. Kepemilikan Institusional (IO) yang diukur dengan rasio kepemilikan saham 

institusional ditemukan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Pengungkapan Pengendalian Internal. Hasil ini disebabkan oleh pemilik 

modal institusional yang kurang memberikan pengawasan kepada 

manajemen perusahaan sehingga dianggap tidak menggunakan hak 

pengawasannya secara optimal. 

3. Independensi Auditor (AI) yang diukur dengan jumlah anggota audit internal 

perusahaan ditemukan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

Pengungkapan Pengendalian Internal. Hasil ini menunjukkan bahwa 

ketidakberpihakan auditor dalam melakukan penilaian akan meningkatkan 

nilai pengendalian internalnya. 

 

B. Implikasi 

       Hasil temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa independensi auditor 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. 

Sementara kualitas komite audit dan kepemilikan institusional terbukti tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. 

Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi yaitu: 

1. Independesi Auditor adalah faktor yang memengaruhi tingkat Pengungkapan 

Pengendalian Internal perusahaan. Pengungkapan Pengendalian Internal 

merupakan salah satu pengungkapan yang penting dilakukan oleh perusahaan 
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agar para pengguna informasi mengetahui keadaan internal perusahaan. 

Pengungkapn pengendlian internal perusahaan juga mampu memberikan 

gambaran mengenai keadaan perusahaan baik dimasa kini maupun dimasa 

mendatang. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu untuk 

meningkatkan independensi dari anggota audit internalnya agar tingkat 

pengungkapan pengendalian internalnya semakin baik. Selain itu, perusahaan 

diharapkan dapat menyeimbangkan jumlah anggota auditor internal dengan 

tingkat pertumbuhan perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar tingkat 

pengendalian internal perusahaan akan semakin baik sehingga tingkat 

kepercayaan investor meningkat yang akan memudahkan perusahaan untuk 

memeroleh modal usaha. 

2. Pengungkapan pengendalian internal merupakan salah satu pengungkapan 

yang masih jarang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, padahal sudah 

ada regulasi yang mengikat. Pemerintah disarankan untuk membuat regulasi 

yang lebih kuat atau meningkatkan pengawasan terhadap pengungkapan 

pengendalian internal perusahaan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak 

para penanam modal serta meningkatkan kualitas dari perusahaan 

manufaktur yang ada di Indonesia. 
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C. Saran 

       Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan hasil penelitian yang lebih baik lagi 

di masa mendatang dengan adanya masukan mengenai beberapa hal, yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan sampel dengan kurun waktu 2 tahun. Sampel 

yang didapat adalah 64 perusahaan dari keseluruhan 286 perusahaan. 

Penelitian berikutnya disarankan untuk menambah sampel penelitian dengan 

cara menambah jumlah periode pengamatan agar dapat mencerminkan 

pengungkapan pengendalian internal di kurun waktu yang lama sehingga 

memberikan hasil yang lebih baik. 

2. Variabel Pengungkapan Pengendalian Internal pada penelitian ini 

menggunakan indeks dengan item-item yang diambil dari Lampiran 

Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-431/BL/2012 tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik, poin g 

tentang Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)  no 3, 6, 7, dan 8. 

Penelitian berikutnya disarankan untuk menguji seluruh item poin g pada 

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-431/BL/2012 sehingga 

mampu menggambarkan keseluruhan keadaan Pengendalian Internal 

perusahaan. 

3. Nilai koefisien determinasi penelitian ini berada pada angka yang kecil 

sehingga masih belum dapat menggambarkan secara jelas faktor-faktor apa 

saja yang memengaruhi Pengungkapan Pengendalian Internal. Penelitian 

berikutnya disarankan untuk menguji faktor-faktor lain yang memengaruhi 
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Pengungkapan Pengendalian Internal. Faktor-faktor tersebut antara lain 

Keberadaan Direksi Asing, Ukuran Dewan Komisaris, Tingkat Kompensasi 

Eksekutif, dan Keahlian Manajerial. 
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Lampiran 1 ─ Daftar Sampel Perusahaan 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1 Akasha Wira International Tbk ADES 

2 Polychem Indonesia Tbk ADMG 

3 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA 

4 Argha Karya Prima Indonesia Tbk AKPI 

5 Asashimas Flat Glass Tbk AMFG 

6 PT Astra International Tbk ASII 

7 Astra Otoparts Tbk AUTO 

8 Barito Pasific Tbk BRPT 

9 PT Chitose Internasional Tbk CINT 

10 Charoen Pokphand Indonesia Tbk CPIN 

11 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 

12 Fajar Surya Wisesa Tbk FASW 

13 PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk INTP 

14 JAPFA Comfeed Indonesia Tbk JPFA 

15 PT Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF 

16 PT Kalbe Farma Tbk KLBF 

17 PT Grand Kartech Tbk KRAH 

18 Krakatau Steel (Persero) Tbk KRAS 

19 Lion Metal Works Tbk LION 

20 Malindo Feedmill Tbk MAIN 

21 Mayora Indah Tbk MYOR 

22 Nipress Tbk NIPS 

23 PT Pyridam Farma Tbk PYFA 

24 Ricky Putra Globalindo Tbk RICY 

25 Sierad Produce Tbk SIPD 
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26 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk SMBR 

27 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk SMGR 

28 PT Sri Rejeki Isman Tbk SRIL 

29 Chandra Asri Petrochemical Tbk TPIA 

30 Ultra Jaya Milk Industry Tbk ULTJ 

31 Unilever Indonesia Tbk UNVR 

32 Wijaya Karya Beton WTON 

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017) 
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Lampiran 2 ─ Pengungkapan Akuntansi Sumber Daya Manusia 

KODE Thn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Skor 

ADES 
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0.7778 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0.7778 

ADMG 
2014 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.5556 

2015 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8889 

AISA 
2014 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0.7778 

2015 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0.7778 

AKPI 
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0.8889 

2015 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0.8333 

AMFG 
2014 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8333 

2015 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8889 

ASII 
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9444 

AUTO 
2014 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0.7778 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BRPT 
2014 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0.7778 

2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0.7778 

CINT 
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0.7778 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0.8889 

CPIN 
2014 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0.6111 

2015 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0.6111 

DVLA 
2014 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0.6667 

2015 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0.6111 

FASW 
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.6667 

2015 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.5556 
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INTP 
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9444 

JPFA 
2014 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8889 

2015 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.8333 

KAEF 
2014 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0.7778 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0.8889 

KLBF 
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9444 

KRAH 
2014 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.7778 

2015 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0.7222 

KRAS 
2014 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0.7222 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0.8333 

LION 
2014 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.5 

2015 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0.5 

MAIN 
2014 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.3889 

2015 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0.6111 

MYOR 
2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NIPS 
2014 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.5 

2015 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.4444 

PYFA 
2014 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0.5556 

2015 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0.6667 

RICY 
2014 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0.6111 

2015 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0.6111 

SIPD 
2014 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.6111 

2015 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.5556 
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SMBR 
2014 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8889 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SMGR 
2014 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2015 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SRIL 
2014 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0.6111 

2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TPIA 
2014 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0.8333 

2015 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0.8333 

ULTJ 
2014 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0.7778 

2015 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0.7222 

UNVR 
2014 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0.7778 

2015 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0.8333 

WTON 
2014 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8889 

2015 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8889 

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017) 
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Lampiran 3 ─ Kualitas Komite Audit 

Kode Thn 

Komite audit 

dengan 

keahlian 

Jumlah 

Komite 

audit 

Kualitas Komite 

Audit 

ADES 
2014 2 3 0.6667 

2015 3 3 1 

ADMG 
2014 2 3 0.6667 

2015 3 3 1 

AISA 
2014 1 4 0.25 

2015 2 4 0.5 

AKPI 
2014 3 3 1 

2015 3 3 1 

AMFG 
2014 4 4 1 

2015 4 4 1 

ASII 
2014 4 4 1 

2015 4 4 1 

AUTO 
2014 3 3 1 

2015 3 3 1 

BRPT 
2014 3 3 1 

2015 3 3 1 

CINT 
2014 2 3 0.6667 

2015 2 3 0.6667 

CPIN 
2014 4 5 0.8 

2015 4 5 0.8 

 

 

 



107 
 

 

 

DVLA 
2014 2 3 0.6667 

2015 2 3 0.6667 

FASW 
2014 3 3 1 

2015 3 3 1 

INTP 
2014 3 3 1 

2015 3 3 1 

JPFA 
2014 2 3 0.6667 

2015 2 3 0.6667 

KAEF 
2014 3 3 1 

2015 2 3 0.6667 

KLBF 
2014 2 3 0.6667 

2015 3 3 1 

KRAH 
2014 2 3 0.6667 

2015 2 3 0.6667 

KRAS 
2014 4 4 1 

2015 1 3 0.3333 

LION 
2014 3 3 1 

2015 3 3 1 

MAIN 
2014 3 5 0.6000 

2015 3 5 0.6000 

MYOR 
2014 2 3 0.6667 

2015 2 3 0.6667 

NIPS 
2014 3 3 1 

2015 2 3 0.6667 

PYFA 
2014 3 3 1 

2015 3 3 1 
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RICY 
2014 3 3 1 

2015 3 3 1 

SIPD 
2014 1 3 0.3333 

2015 1 3 0.3333 

SMBR 
2014 1 3 0.3333 

2015 1 3 0.3333 

SMGR 
2014 2 4 0.5 

2015 2 4 0.5 

SRIL 
2014 2 3 0.6667 

2015 3 3 1 

TPIA 
2014 3 3 1 

2015 2 3 0.6667 

ULTJ 
2014 3 3 1 

2015 3 3 1 

UNVR 
2014 3 3 1 

2015 3 3 1 

WTON 
2014 1 3 0.3333 

2015 1 3 0.3333 

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017)  
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Lampiran 4 ─ Kepemilikan Institusional 

Kode Thn 
Kepemilikan Saham 

Institusional 
Jumlah Saham Biasa 

Kepemilikan 

Institusional 

ADES 
2014 

                

542,347,113  

                  

589,896,000  0.9194 

2015 

                

542,347,113  

                  

589,896,000  0.9194 

ADMG 
2014 

            2,919,564,417  
               

3,889,179,559  0.7507 

2015 
            3,324,921,010  

 

3,889,179,559 0.8549 

AISA 
2014 

1,963,346,000 
3,218,600,000 

0.6100 

2015 
            3,013,366,423  

               

3,218,600,000  0.9362 

AKPI 
2014 

                

398,747,943  

                  

680,000,000  0.5864 

2015 

                

398,747,943  

                  

680,000,000  0.5864 

AMFG 
2014 

                

367,717,500  

                  

434,000,000  0.8473 

2015 

                

368,117,700  

                  

434,000,000  0.8482 

ASII 
2014 

          20,288,255,040  
            

40,483,553,140  0.5011 

2015 
          20,288,255,040  

            

40,483,553,140  0.5011 

AUTO 
2014 

            3,855,786,337  
               

4,819,733,000  0.8000 

2015 
            3,855,786,337  

               

4,819,733,000  0.8000 

BRPT 
2014 

            4,555,282,703  
               

6,979,892,784  0.6526 

2015 
            4,637,458,703  

               

6,979,892,784  0.6644 

CINT 
2014 

                

696,500,000  

               

1,000,000,000  0.6965 

2015 

                

696,500,000  

               

1,000,000,000  0.6965 
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CPIN 
2014             9,106,385,410             16,398,000,000  0.5553 

2015             9,106,385,410             16,398,000,000  0.5553 

DVLA 
2014             1,037,800,912               1,115,925,300  0.9300 

2015             1,037,800,912               1,115,925,300  0.9300 

FASW 
2014             1,851,885,000               2,477,888,787  0.7474 

2015             1,856,242,100               2,477,888,787  0.7491 

INTP 
2014             2,357,216,097               3,681,231,699  0.6403 

2015             2,357,216,097               3,681,231,699  0.6403 

JPFA 
2014             6,130,699,735             10,640,198,170  0.5762 

2015             6,165,985,835            10,640,198,170  0.5795 

KAEF 
2014             5,000,000,000               5,554,000,000  0.9003 

2015             5,000,000,000               5,554,000,000  0.9003 

KLBF 
2014           26,572,005,085            46,875,122,110  0.5669 

2015           26,572,005,085             46,875,122,110  0.5669 

KRAH 
2014                807,550,000   971,190,000 0.8315 

2015               807,551,300                  971,190,000  0.8315 

KRAS 

2014           12,700,000,000             15,775,000,000  0.8051 

2015           12,700,000,000  
           15,775,000,000  

0.8051 

LION 
2014                  30,012,000                    52,016,000  0.5770 

2015                  30,012,000                    52,016,000  0.5770 
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MAIN 
2014             1,001,675,000  

               

1,791,000,000  0.5593 

2015             1,278,186,442  

               

2,238,750,000  0.5709 

MYOR 
2014 

                

294,524,876  

                  

894,347,989  0.3293 

2015 

                

294,524,876  

                  

894,347,989  0.3293 

NIPS 
2014 

                

935,237,319  

               

1,486,666,666  0.6291 

2015 

                

935,237,319  

               

1,486,666,666  0.6291 

PYFA 
2014 

                

288,119,974  

                  

535,080,000  0.5385 

2015 

                

288,119,974  

                  

535,080,000  0.5385 

RICY 
2014 

                

308,287,600  

                  

641,717,510  0.4804 

2015 

                

308,287,600  

                  

641,717,510  0.4804 

SIPD 
2014             3,892,148,355  

               

9,391,108,493  0.4145 

2015 

                

537,842,717  

                  

939,110,900  0.5727 

SMBR 
2014             7,500,000,000  

               

9,837,678,500  0.7624 

2015             7,500,000,000  

               

9,837,678,500  0.7624 

SMGR 
2014 

                     

3,025,408  

                       

5,931,520  0.5101 

2015 

                     

3,025,408  

                       

5,931,520  0.5101 

SRIL 
2014           10,425,274,040  

            

18,592,888,040  0.5607 

2015           10,425,274,040  

            

18,592,888,040  0.5607 

TPIA 
2014             3,146,895,311  

               

3,286,962,558  0.9574 

2015             3,148,234,301  

               

3,286,962,558  0.9578 
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ULTJ 
2014             1,345,697,026  

               

2,888,382,000  0.4659 

2015             1,285,697,026  

               

2,888,382,000  0.4451 

UNVR 
2014             6,484,877,500  

               

7,630,000,000  0.8499 

2015             6,484,877,500  

               

7,630,000,000  0.8499 

WTON 
2014             6,266,551,749  

               

8,338,308,649  0.7515 

2015             6,084,246,149  

               

8,338,308,649  0.7297 

Sumber: Data diolah oleh penulis (2017) 
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Lampiran 5 ─ Jumlah Auditor Internal 

Kode Tahun Jumlah Auditor Internal 

ADES 
2014 3 

2015 3 

ADMG 
2014 8 

2015 8 

AISA 
2014 4 

2015 16 

AKPI 
2014 2 

2015 2 

AMFG 
2014 3 

2015 3 

ASII 
2014 63 

2015 59 

AUTO 
2014 16 

2015 18 

BRPT 
2014 4 

2015 4 

CINT 
2014 3 

2015 3 

CPIN 
2014 15 

2015 17 

DVLA 
2014 7 

2015 7 
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FASW 
2014 12 

2015 11 

INTP 
2014 11 

2015 11 

JPFA 
2014 14 

2015 15 

KAEF 
2014 25 

2015 20 

KLBF 
2014 19 

2015 15 

KRAH 
2014 4 

2015 3 

KRAS 
2014 30 

2015 30 

LION 
2014 3 

2015 3 

MAIN 
2014 11 

2015 11 

MYOR 
2014 37 

2015 37 

NIPS 
2014 2 

2015 2 

PYFA 
2014 2 

2015 2 

RICY 
2014 4 

2015 4 
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SIPD 
2014 10 

2015 9 

SMBR 
2014 8 

2015 6 

SMGR 
2014 63 

2015 63 

SRIL 
2014 4 

2015 4 

TPIA 
2014 6 

2015 10 

ULTJ 
2014 15 

2015 17 

UNVR 
2014 6 

2015 6 

WTON 
2014 8 

2015 5 

        Sumber: Data diolah oleh penulis (2017) 

  



116 
 

 

Lampiran 6 ─ Pengungkapan Tugas Komite Audit PT Chandra Asri 

Petrochemical Tbk 
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Sumber: Laporan Tahunan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk tahun 2014 
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Lampiran 7 ─ Tugas & Tanggung Jawab Unit Audit Internal PT Akasha Wira 

International Tbk 

 

Sumber: Laporan Tahunan PT Akasha Wira International Tbk tahun 2014 
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 Lampiran 8 ─ Tabel Durbin-Watson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: dinus.ac.id 
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Lampiran 9 ─ Tabel t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ledhyane.lecture.ub.ac.id  
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Lampiran 10 ─ Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan Skripsi 
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